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Pengantar Direktur  

Laporan Kinerja Direktorat Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial (Direktorat PKPS) tahun 

2023 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 dari Rencana Strategis (Renstra) 

Direktorat PKPS tahun 2020-2024. Di dalam buku ini menyajikan informasi secara lengkap 

dan ringkas tentang capaian kinerja pada Direktorat PKPS pada tahun 2023. Laporan 

Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Direktorat PKPS.  

Laporan Kinerja tahun 2023 ini untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dalam 

perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada waktu mendatang. 

Kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan 

terima kasih dan penghargaannya. Kiranya Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada kita sekalian, untuk dapat bekerja dalam rangka mewujudkan cita-cita 

luhur bangsa Indonesia. 

                                                                                                           Direktur  PKPS, 

 

 

 Syafda Roswandi, S.Hut, M.Si 

 NIP 19730725 200003 1 003 
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Ringkasan Ekslusif  

 

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 

(Direktorat PKPS) Tahun 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi. Laporan Kinerja Tahunan ini menyajikan informasi capaian kinerja pada 

Direktorat PKPS selama tahun 2023. Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 dari 

Renstra Direktorat PKPS 2020-2024.  

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat PKPS Tahun 2023, sesuai 

dengan Renja tahun 2023 terdapat 4 (empat) IKK, yaitu: 1) Luas kawasan hutan yang 

memperoleh persetujuan perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, Kemitraan 

Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat (satuan hektar); 2) Jumlah 

Evaluasi persetujuan perhutanan sosial (satuan SK); 3) Fasilitasi Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial (dokumen), dan 4) Strengthening Social Forestry in Indonesia (GEF 6) 

(dokumen). 

Target Capaian PKPS pada tahun 2023 mengalami perubahan, jika mengacu 

pada Renstra Kerja PKPS Tahun 2023 seharusnya target yang harus dicapai sebesar 40 

SK PS yang di evaluasi (IKK 2), namun pada tahun 2023 sehubungan dengan adanya 

Automatic Adjustment sehingga berdampak pada penyesuaian target capaian Dit PKPS 

tahun 2023 menjadi 27 SK PS yang di evaluasi (IKK 2).  

Secara ringkas, capaian Direktorat PKPS tahun 2022 sebagaimana dibawah berikut: 

a. Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan perhutanan sosial dalam skema 

HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat dengan 

target 150.000 ha dengan capaian kinerja seluas 699.507,47 ha (945 SK dan 78.846 KK) 

atau sebesar 466 % dari target yang ditentukan.  
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b. Jumlah Evaluasi persetujuan perhutanan sosial dalam dalam skema HD, HKm, 

Kemitraan Kehutanan, dan HTR dengan target 27 SK dengan capaian kinerja sebanyak 

116 SK atau sebesar 430 % dari target yang ditentukan. 

c. Target kinerja IKK 3 adalah 3 dokumen, berupa dokumen laporan perencanaan, 

evaluasi dan ketatausahaan. IKK 3 ini bertujuan untuk mengakomodasi kegiatan-

kegiatan non teknis pada Direktorat. Capaian kinerja 100% tercapai menghasilkan 

3 Dokumen rancangan strategi dan informasi kinerja PKPS.  

d. Target kinerja IKK 4 adalah 1 dokumen, berupa Laporan capaian pelaksanaan 

proyek penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia (Strengthening of Social Forestry 

in Indonesia / SSF Project). Capaian Kinerja 100% tercapai. 

e. Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2023 semula adalah sebesar Rp. 

21.230.400.000, yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 6.080.000.000,- dan HLN sebesar 

Rp. 15.150.400.000,-. Kemudian terjadi penyesuaian anggaran APBN melalui mekanisme 

automatic adjustment sebesar Rp. 528.000.000,- menjadi sebesar Rp. 5.552.000.000.  

Selanjutnya dilakukan top up anggaran HLN pada proyek Strengthening Social Forestry in 

Indonesia (SSF) sebesar Rp. 3.505.000.000,-. Dengan demikian, anggaran akhir Direktorat 

PKPS setelah refocusing dan penambahan top up menjadi sebesar Rp. 24.207.400.000,-. 

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 

Rp. 24.199.099.221,- atau 99,97%. 

f. Berdasarkan pada hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Direktorat PKPS tahun 

2023 selanjutnya dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran yang berasal dari 

APBN dengan membandingkan persentase realisasi anggaran dengan persentase capaian 

kinerja. Dari hasil capaian kinerja Direktorat PKPS yang bersumber dari APBN sebesar 

212,52 % dengan realisasi anggaran APBN sebesar 99,91 %, didapatkan rasio efisiensi 

sebesar 0,47. Nilai rasio efisiensi <1 tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran 

Direktorat PKPS efisien terhadap capaian kinerja. 
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BAB I   PENDAHULU AN  

 

I. 1. Latar Belakang 

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan 

dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/ Hutan Adat yang dilaksanakan oleh 

masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk 

meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya 

dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat 

(HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (KLHK 2021). Program Perhutanan Sosial 

sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola 

pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Supriyanto (2019) 

menjelaskan tujuan PS adalah:  

1. Smart Objective, yaitu meningkatkan proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan 

hingga 10%, setara dengan 12,7 juta hektar.  

2. Short-Term Outcomes, melalui (1) perbaikan dan adaptasi sistem, tersedianya indikasi 

wilayah kelola dan perbaikan proses bisnis hutan sosial; (2) perbaikan modal sosial; 

(3) perbaikan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro (BLU); (4) 

pendampingan dan terbukanya akses pasar dari produk masyarakat; (5) peningkatan 

kapasitas manajemen masyarakat.  

3. Mid-Term Outcomes, melalui (1) pengembangan ekonomi domestik; (2) 

pengembangan sentra produksi hasil hutan; (3) penurunan konflik tenurial; dan (4) 

terwujudnya kelestarian hutan.  
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4. Long-Term Outcomes: terbangunnya pusat-pusat ekonomi domestik dan pertumbuhan 

desa melalui sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang menyerap tenaga kerja dan 

mampu mengentaskan masyarakat miskin. 

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 

merupakan salah satu Eselon I di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan 

adat, dan kemitraan lingkungan. Dari empat sasaran strategis KLHK, Direktorat Jenderal 

PSKL berperan dalam mewujudkan sasaran strategis ke-3 dan ke-4, yaitu terjaganya 

keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan berkelanjutan; dan 

terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan 

yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing. Direktorat Penyiapan 

Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) merupakan salah satu Eselon II Lingkup Direktorat 

Jenderat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) yang bertanggungjawab 

atas kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial yang memiliki sasaran kegiatan yaitu 

meningkatnya luas areal kelola masyarakat. Sasaran kegiatan ini mendukung sasaran 

program PSKL yang pertama yaitu meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh 

masyarakat.  

Secara prinsip, Perhutanan 

Sosial merupakan sebuah sarana 

pengentasan kemiskinan 

masyarakat khususnya disekitar 

hutan dapat dilakukan dengan 

model yang menciptakan 

keharmonisan antara peningkatan 

kesejahteraan dan pelestarian lingkungan. Pemerintah memberikan persetujuan akses legal 

kepada rakyat untuk memanfaatkan hutan selama 35 tahun. Pasca pandemi Covid-19, 

Pemerintah berupaya mendorong roda perekonomian masyarakat tetap bergerak. 

Perhutanan Sosial menjadi salah satu program pengungkit pulihnya kembali pertumbuhan 

ekonomi pada tingkat tapak. Melalui Perhutanan Sosial, Pemerintah menyalurkan stimulan 

bantuan ekonomi produktif, peningkatan kapasitas produksi komoditas kelompok tani 

sekitar hutan, serta mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar 

hutan. 
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Indonesia berperan sebagai Presidensi G20 pada tahun 2022. G20 sebagai 

kumpulan Ekonomi utama dunia, yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, memiliki 

kapasitas untuk mendorong pemulihan. Untuk itu, sebagai Presidensi G20, Indonesia 

mengusung semangat pulih bersama dengan tema ñRecover Together, Recover Stronger". 

Tema ini diangkat oleh Indonesia, menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat 

pandemi COVID-19, memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif, dalam mencari jalan 

keluar atau solusi pemulihan dunia. Untuk mencapai target tersebut, Presidensi Indonesia 

fokus pada tiga sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan 

berkelanjutan, yaitu: (1) Penguatan arsitektur kesehatan global, (2) Transformasi digital, 

dan (3) Transisi energi. 

Dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, Pemerintah Indonesia 

memandang perlu dilakukannya kebijakan Automatic Adjustment (pencadangan anggaran) 

dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023 pada semua K/L. 

Automatic Adjustment merupakan kebijakan pemerintah untuk antisipatif APBN dalam 

menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan.  

Pengambilan opsi pemangkasan dikarenakan meningkatnya ketidakpastian perekonomian 

global yang berdampak pada perekonomian domestik sehingga perlu diantisipasi karena 

akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2023, Direktorat 

PKPS mendapatkan porsi pencadangan Automatic Adjustment sebesar Rp. 528.000.000,-. 

sehingga anggaran Direktorat PKPS yang bersumber dari APBN yang semula Rp. 

6.080.000.000,-. menjadi Rp. 5.552.000.000,-. Hal ini berdampak pada perubahan target 

kinerja Direktorat PKPS yang semula 40 SK PS yang di evaluasi (IKK 2), menjadi 27 SK 

PS yang di evaluasi (IKK 2).  

 

I. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PKPS 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 

BAB XI Pasal 459 disebutkan bahwa tugas Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan 

Sosial (Direktorat PKPS) adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

penyiapan kawasan perhutanan sosial. Pada pasal 460 untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 

menyelenggarakan fungsi: 
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1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan 

kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan;  

2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan kemasyarakatan, 

hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan; 

3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpetaan, 

dan penyiapan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan  

kemitraan kehutanan; 

4. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpetaan, 

dan penyiapan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan 

kemitraan kehutanan; 

5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan 

kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan; 

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan 

kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan; dan 

7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 

 

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial terdiri atas: 

a. Subdirektorat Penyiapan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat, 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di 

bidang perpetaan, penyiapan hutan kemasyarakatan dan penyiapan hutan tanaman 

rakyat. 

b. Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa dan Kemitraan Kehutanan, mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan 

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, 

bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perpetaan, 

penyiapan hutan desa dan penyiapan kemitraan kehutanan. 

c. Subbagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan 

administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, 

tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta 

koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat 
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d. Kelompok Jabatan Fungsional; merupakan kumpulan dari sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

 

Gambar 1. Bagan struktur organisasi Direktorat PKPS. 

 

I. 3. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting dan 

tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM ini merupakan kunci yang 

menentukan perkembangan organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk 

mencapai tujuan organisasi. Saat ini jumlah SDM yang ada pada Direktorat PKPS 

berjumlah 68 orang, terdiri atas 33 orang PNS, 17 orang Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (P3K), 16 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 

3 orang Tenaga kontrak. Untuk PNS terdiri dari Golongan IV sebanyak 10 orang dan 

Golongan III sebanyak 23 orang. Berdasarkan jenis kelamin, SDM Direktorat PKPS terdiri 

dari 39 orang (57%) laki-laki dan 30 orang (43%) perempuan.  

 

Gambar 2. Distribusi pegawai lingkup Direktorat PKPS tahun 2023 
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I. 4. Sarana dan Prasarana 

Aset pada Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial per 1 Januari 2022 

tercatat sebanyak 594 entitas dengan nilai sebesar Rp. 7.468.623.845,-.  Aset tersebut 

terdiri dari BMN Intrakomptabel dan BMN Ekstrakomptabel. Pada bulan Januari ï 

Desember 2022 terdapat penambahan aset dari belanja modal sebanyak 245 Unit dengan 

nilai sebesar Rp. 1.933.908.500,- untuk pembelian peralatan dan mesin serta penambahan 

sebanyak 2 Unit dengan nilai sebesar Rp. 65.000.000,- untuk pembelian asset tak berwujud 

berupa pengembangan aplikasi. Selain itu, terdapat pengurangan asset sebanyak 40 Unit 

dengan nilai sebesar Rp. 178.901.328,-. Dengan semikian asset Direktorat Penyiapan 

Kawasan Perhutanan Sosial per 31 Desember 2023 berjumlah 801 unit dengan nilai                                      

Rp. 9.288.631.017,- dengan rincian perhitungan sebagaimana Tabel 1 dan Tabel 2. Rincian 

realisasi Belanja Modal Direktorat PKPS sampai dengan Desember 2023 dapat dilihat 

pada Tabel 3.  

Tabel  1. Aset Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial tahun 2023 

Jenis Aset Kuantitas Nilai Aset (Rp) 

Nilai BMN Intrakomptabel (yang 

disajikan dalam neraca) 

794 Unit 9.221.181.017,- 

Nilai BMN Ekstrakomptabel 5 Unit 2.450.000,- 

Aset Tak Berwujud Lainnya 2 Unit 65.000.000,- 

Jumlah 801 Unit 9.288.631.017,- 
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Tabel  2. Nilai Aset pada Direktorat PKPS per tanggal 31 Desember 2023 

Uraian Jumlah Nilai  

Saldo Awal 01 Januari 2022 594 Unit   Rp. 7.468.623.845,- 

Mutasi Tambah (Pembelian Peralatan dan 

Mesin) 

245 Unit Rp. 1.933.908.500,- 

Mutasi Tambah (Aset Tak Berwujud 

Lainnya) 

2 Unit Rp.      65.000.000,- 

Mutasi Kurang (Penghapusan) (40 Unit) (Rp.  178.901.328,-) 

Saldo Akhir Desember  2022 801 Unit Rp. 9.288.631.017,- 

 
 

Tabel  3. Realisasi Belanja Modal sampai dengan Desember 2023 

No. Jenis Barang Kuantita

s (Unit)  

Nilai Aset 

(Rp) 

Keterangan 

1 Lemari Penyimpan                                                  19 322.553.000. SSF Project 

2 Lemari Kayu                                                       1 6.144.000. SSF Project 

3 Filing Cabinet Kayu                                               5 146.930.000. SSF Project 

4 Brandkas                                                          1 6,000,000. SSF Project 

5 LCD Projector/Infocus                                             1 7,000,000. SSF Project 

6 Focusing Screen/Layar LCD 

Projector                               

1 1,700,000. SSF Project 

7 Meja Kerja Kayu                                                   95 641,018,000. SSF Project 

8 Kursi Besi/Metal                                                  15 45,495,000. SSF Project 

9 Sice                                                              1 10,000,000. SSF Project 

10 Bangku Panjang Kayu                                               2 37,860,000. SSF Project 

11 A.C. Sentral                                                      2 89,000,000. SSF Project 

12 A.C. Split                                                        1 21,000,000. SSF Project 

13 Televisi                                                          2 125,000,000. SSF Project 

14 Loudspeaker                                                       1 5,000,000. SSF Project 

15 Sound System                                                      1 11,000,000. SSF Project 

16 Megaphone                                                         8 12,000,000. SSF Project 

17 Mic Conference                                                    26 49,700,000. SSF Project 

18 Dispenser                                                         1 2,000,000. SSF Project 

19 Coffee Maker                                                      1 3,000,000. SSF Project 

20 Karpet                                                            3 65,000,000. SSF Project 

21 Vertikal Blind                                                    15 25,500,000. SSF Project 

22 Microphone/Wireless MIC                                           3 7,500,000. SSF Project 

23 Lensa Kamera                                                      2 20,000,000. SSF Project 

24 Camera Conference                                                 1 8,500,000. SSF Project 

25 Wireless Amplifier                                                4 19,000,000. SSF Project 

26 P.C Unit                                                          2 29,028,000. SSF Project 

27 Laptop                                                           10 135,972,000. SSF Project 

28 Tablet PC                                                         3 45,616,000. SSF Project 

29 Printer (Peralatan Personal 

Komputer)                         

7 14,000,000. SSF Project 

30 External/ Portable Hardisk                                        2 5,500,000. SSF Project 
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No. Jenis Barang Kuantita

s (Unit)  

Nilai Aset 

(Rp) 

Keterangan 

31 Router                                                            6 11,392,500. SSF Project 

32 Kabel UTP                                                         3 4,500,000. SSF Project 

Jumlah 245 Unit  1.933.908.500  
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BAB II   PERENCANAAN KINERJA  

 

II. 1.  Rencana Strategis Tahun 2020 ï 2024 

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 

(PKPS) Tahun 2020-2024 ditetapkan oleh Direktur PKPS dengan Peraturan Direktur 

PKPS Nomor SK.47/PKPS/PP/PSL.0/11/2020 tanggal 6 November 2020. Kemudian 

Renstra PKPS tahun 2020-2024 di revisi dan ditetapkan oleh Plt. Direktur PKPS dengan 

Peraturan Direktur PKPS Nomor SK.5/PKPS/PHKMHTR/REN.0/2/2022 tanggal 25 

Februari 2022. Renstra Direktorat PKPS Tahun 2020-2024 disusun sebagai amanat dari 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Renstra Direktorat PKPS Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan 

acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pencapaian sasaran kegiatan PKPS, 

agar upaya penyiapan areal Perhutanan Sosial dapat berjalan pada arah yang benar, 

mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien. 

Cita-cita pembangunan nasional bangsa Indonesia telah digariskan dalam 

konstitusi negara. Tujuan tersebut termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945, yaitu ñmelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosialò. Untuk mencapai cita-cita mulia tersebut, pembangunan Indonesia perlu 

dilakukan secara terencana dengan menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaannya 
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berdasarkan prioritas. Pentahapannya disusun dengan bertolak dari sejarah, karakter 

sumberdaya yang dimiliki, serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

merupakan pelaksanaan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Tahun 2020-2024, sebagaimana ditetapkan 

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, menegaskan kembali 

bahwa pelaksanaan pembangunan Indonesia harus sesuai dengan ideologi bangsa yaitu 

Pancasila. Ideologi tersebut harus menjadi penuntun, penggerak, pemersatu, dan sekaligus 

sebagai bintang pengarah.  

Visi Presiden-Wakil Presiden pada pemerintahan periode 2020-2024 adalah 

ñTERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN 

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONGò. Langkah yang 

ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan 

Nasional yaitu:  

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 

4.  Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 

6.  Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 

7.  Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 

8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di 

atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: 

ñTerwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk 

Kesejahteraan Masyarakatñ dalam mendukung: ñTerwujudnya Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royongò. Berpedoman 

pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang 

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi 

KLHK  yaitu: 
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Á Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas; 

Á Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara 

berkeadilan dan berkelanjutan; 

Á Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki 

maupun perempuan secara adil dan setara; dan 

Á Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut: 

¶ Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim; 

¶ Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk 

perekonomian nasional; 

¶ Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan 

berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat; dan 

¶ Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang 

baik. 

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas diselaraskan juga dengan tujuan 

pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGôs). Dengan 

berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi 

dan Misi Presiden, maka rumusan sasaran strategis KLHK dibagi menjadi 13 sasaran 

strategis yang ditetapkan berdasarkan 4 pilar tujuan utama KLHK seperti Gambar 3 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian LHK 

Tahun 2020-2024. 

Sebagai manifestasi peran KLHK dalam pembangunan nasional, maka Visi 

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) adalah 

ñTerwujudnya keadilan akses kelola, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan 

melalui pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat dalam mendukung terwujudnya 

keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan 

masyarakatò.  
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Gambar 3. Sasaran Strategis KLHK 
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Dengan berpedoman pada hal itu, maka disusunlah Misi Ditjen PSKL sebagai 

berikut: 

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kawasan hutan; 

2. Mewujudkan kelestarian kawasan hutan; dan 

3. Meningkatkan kualitas kawasan hutan berdasarkan fungsi ekologi, sosial dan 

ekonomi. 

Dalam rangka mewujudkan 4 (empat) tujuan KLHK, maka ditetapkan tujuan 

Ditjen PSKL sebagai berikut: 

1. Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat; dan 

2. Meningkatnya jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mampu 

memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan. 

3. Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mampu 

mengelola hutan dan meningkatkan nilai transaksi ekonomi.  

4. Meningkatkan nilai sistem akuntabilitas kinerja Ditjen PSKL.  

Ditjen PSKL mendukung ke empat pilar tujuan KLHK pada SS4, SS6, SS11 dan 

SS13. Untuk mencapai 4 SS yang menjadi tanggung jawab Ditjen PSKL, pelaksanaannya 

dilakukan melalui 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk 

mencapai SS4, SS6, SS11 dan Program Dukungan Manajemen untuk mencapai SS13.  

Penjabaran sasaran strategis KLHK dan sasaran Ditjen PSKL disajikan pada Tabel 4.  

Tabel  4. Penjabaran sasaran strategis KLHK dan sasaran Ditjen PSKL 

Pilar Tujuan 
Sasaran Strategis / 

Sasaran Program (SP) 
IKP / IKU  

Lingkungan Kondisi Lingkungan 

Hidup dan Hutan 

yang semakin 

tanggap terhadap 

perubahan iklim 

Menurunnya laju 

penyusutan hutan 

 

Laju Deforestasi dan 

penyusutan hutan 

Ekonomi Aktualisasi Potensi 

Ekonomi dari Sumber 

Daya Hutan dan 

Lingkungan Hidup 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

sumberdaya hutan 

yang berkelanjutan 

 

Kontribusi sektor 

kehutanan terhadap 

PDB nasional 

(berdasarkan harga 

berlaku) 

Pilar Sosial Terjaganya 

keberadaan, fungsi 

dan distribusi manfaat 

hutan yang 

berkeadilan dan 

berkelanjutan 

Meningkatnya 

Pemanfaatan Hutan 

oleh Masyarakat 

yang Adil dan Merata 

 

Luas kawasan hutan 

yang dikelola oleh 

masyarakat 
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Pilar Tujuan 
Sasaran Strategis / 

Sasaran Program (SP) 
IKP / IKU  

Pilar Tata 

Kelola 

Terjaganya 

keberadaan, fungsi, 

dan distribusi manfaat 

hutan yang 

berkeadilan dan 

berkelanjutan 

Meningkatnya 

Birokrasi dan 

Layanan Publik yang 

agile, Efektif dan 

Efisien 

 

Nilai Kinerja Reformasi 

Birokrasi 

 

Direktorat PKPS berperan dalam tercapainya SS11 yaitu meningkatnya 

pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata melalui kegiatan pemberian 

akses kelola Perhutanan Sosial. Penjabaran arsitektur kinerja Direktorat PKPS 

sebagaimana tersaji pada Gambar 4. Target Kinerja Kegiatan Pemberian Akses Kelola 

Kawasan Hutan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 5.  

 

 
Gambar 4. Cascading arsitektur kinerja Direktorat PKPS 
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Tabel  5. Target Kinerja Kegiatan Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan Tahun 2020-2024 

INDIKATOR 

KINERJA UNIT 

ESELON I 

KEGIATAN  IKK  

TARGET  

SATUAN 

2020 2021 2022 2023 2024 

T3.S3.1.1.1 

Luas hutan yang 

dikelola oleh 

masyarakat 

Penyiapan 

Kawasan 

Perhutanan 

Sosial 

Luas prakondisi persetujuan 

Perhutanan Sosial dalam skema 

HD, HKm, HTR, KK, IPHPS 

125.000 250.000 200.000 1.750.000 1.675.000 Hektar 

Luas kawasan hutan yang 

memperoleh persetujuan 

Perhutanan Sosial dalam Skema 

HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, 

dan HTR kepada Kelompok 

Masyarakat 

125.000 250.000 200.000 1.750.000 1.675.000 Hektar 

Jumlah evaluasi persetujuan 

perhutanan sosial 
50 80 50 750 570 SK 

Fasilitasi Penyiapan Kawasan PS - 3 3 3 3 Dokumen 
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II. 2.  Rencana Kerja Tahun 2023 

Rencana Kerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Tahun 

2023 telah ditetapkan oleh Direktur PKPS dengan Keputusan Direktur PKPS Nomor 

Nomor: SK.15/PKPS/PHKHTR/KEU.0/12/2022 tanggal 2 Desember 2022. Rencana 

Kerja Tahun 2023 Direktorat PKPS merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat 

Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2023 yang disusun 

berdasarkan RKP tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 

2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Pelaksanaan uraian tugas Direktorat 

PKPS dituangkan dalam serangkaian sasaran, indikator dan target kinerja kegiatan 

dilaksanakan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada dan menjaring komitmen para 

pihak, baik dengan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya 

Masyarakat/CSO. Sasaran Kegiatan, IKK dan Rincian Output pada Kegiatan PKPS 

disajikan pada Tabel 6.  

Tabel  6. Keterkaitan antara Program dan Kegiatan PKPS 

Program Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan 

PKPS 

IKK  
Rincian Output 

(RO) 
Pelaksana 

Pengelolaan 

Hutan 

Berkelanjutan 

Penyiapan 

Kawasan 

Perhutanan 

Sosial 

Meningkatnya 

Luas akses 

legal hutan 

oleh 

masyarakat 

setiap tahun 

Luas prakondisi 

persetujuan 

Perhutanan Sosial 

dalam skema HD, 

HKm, Kemitraan 

Kehutanan, dan 

HTR, 

Prakondisi  

Kelompok 

Masyarakat Calon 

Penerima 

Persetujuan 

(RO.1) 

Balai PSKL 

Luas kawasan 

hutan yang 

memperoleh 

persetujuan 

Perhutanan Sosial  

dalam Skema 

HD, HKm, 

Kemitraan 

Kehutanan, dan 

HTR kepada 

Kelompok 

Masyarakat 

Persetujuan 

Perhutanan Sosial 

dalam Skema 

HD, HKm, 

Kemitraan 

Kehutanan, dan 

HTR kepada 

Kelompok 

Masyarakat 

(RO.2) 

Direktorat 

PKPS 

 

 

 

 

Jumlah evaluasi 

persetujuan 

perhutanan sosial 

Persetujuan 

Perhutanan Sosial 

yang dievaluasi 

(RO.3) 

Direktorat 

PKPS 
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Program Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan 

PKPS 

IKK  
Rincian Output 

(RO) 
Pelaksana 

Fasilitasi 

Penyiapan 

Kawasan PS 

Fasilitasi 

Penyiapan 

Kawasan PS 

(RO.4) 

Direktorat 

PKPS 

Strenghtening of 

Social Forestry in 

Indonesia 

Strenghtening of 

Social Forestry in 

Indonesia (RO.5) 

Direktorat 

PKPS dan 

Balai PSKL 

(Sumatera, 

Jabalnusra, 

dan Maluku-

Papua) 

 

Dari Kelima RO tersebut pelaksanaannya terbagi, ada RO yang dilaksanakan oleh 

Balai PSKL (RO 1) dan ada RO yang dilaksanakan oleh Direktorat PKPS (RO 2, RO 3 

dan RO 4), sedangkan RO 5 yaitu Strenghtening of Social Forestry in Indonesia 

dilaksanakan di Balai PSKL (Sumatera, Jabalnusra, dan Maluku-Papua) dan di Kantor 

Pusat pada Direktorat PKPS sebagai National Project Management Unit (NPMU). Strategi 

pencapaian RO tersebut merupakan kolaborasi antara pusat dan daerah sehingga 

pencapaian IKK juga dilaksanakan oleh Satker pusat (Direktorat PKPS) dan Satker UPT 

lingkup PSKL. Sehubungan dengan adanya Automatic Adjustment tahun 2023 berdampak 

pada penyesuaian target capaian Dit PKPS tahun 2023 menjadi 27 SK PS yang di evaluasi 

(IKK 2). Target kinerja yang terdapat di Direktorat PKPS sebelum dan sesudah revisi 

dampak adanya Automatic Adjustment tahun 2023  tersaji dalam Tabel 7. 

Tabel  7. Target Kegiatan Direktorat PKPS tahun 2023 

RO TARGET 2023 
REVISI TARGET 

2023 

RO2 

Persetujuan Perhutanan Sosial 

dalam Skema HD, HKm, 

Kemitraan Kehutanan, dan HTR 

kepada Kelompok Masyarakat 

237 Kelompok  

Masyarakat  

(150.000 Ha) 

237 Kelompok  

Masyarakat  

(150.000 Ha) 

RO3 
Persetujuan Perhutanan sosial 

yang dievaluasi 

40 Kelompok  

Masyarakat 

(SK) 

27 Kelompok  

Masyarakat 

(SK) 

RO4 
Fasilitasi Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial 
3 Dokumen 3 Dokumen 
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RO TARGET 2023 
REVISI TARGET 

2023 

RO5 

Fasilitasi dan Pembinaan 

Kelompok Masyarakat Melalui 

Project Strengtening of Social 

Forestry in Indonesia 

1 Dokumen 1 Dokumen 

 

IKK ke 4 Direktorat PKPS berupa Proyek Penguatan Perhutanan Sosial (SSF) atau 

Strengthening Social Forestry in Indonesia (SSF) merupakan kerjasama antara Pemerintah 

Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Global 

Environmental Facility (GEF) melalui Bank Dunia. Proyek SSF telah mendapat 

persetujuan GEF Executive Director pada tanggal 13 Februari 2020. Selanjutnya, 

Perjanjian Hibah (Grant Agreement) antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia telah 

ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2020. 

Sesuai perjanjian hibah, proyek dimulai secara efektif sejak ditetapkannya Surat 

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 

64/SETJEN/ROKUM/KLN.0/9/2020 pada tanggal 10 September 2020 tentang 

ñPembentukan National Project Management Unit (NPMU) sebagai Pengelola Harian 

Proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesiaò. Berdasarkan SK Sekjen tersebut 

ditetapkan Direktur Peyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) sebagai Penanggung 

Jawab NPMU atau Implementing Agency SSF Project. Namun demikian, 

mempertimbangkan situasi pandemic COVID-19, maka Bank Dunia dan KLHK telah 

menyepakati bahwa pelaksanaan proyek secara operasional ditunda hingga tahun 2021. 

Proyek SSF akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak 2021 hingga 2025.  

Lokasi Proyek SSF terdiri atas 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu; 

Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat), Kabupaten Lampung Selatan 

(Provinsi Provinsi Lampung), Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima (Provinsi 

NTB) dan Kabupaten Halmahera Barat (Provinsi Maluku Utara). Proyek SSF bertujuan 

untuk mendorong penguatan Program Perhutanan Sosial di Indonesia melalui penguatan 

kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam mengelola sumberdaya hutan secara lestari 

dan memperkuat regulasi program Perhutanan Sosial. Proyek SSF terdiri dari 3 (tiga) 

komponen, yaitu: 
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Komponen 1: Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan untuk mendukung Program 

Perhutanan Sosial 

Dana yang dialokasikan untuk komponen ini sebesar 17,65% dari total anggaran proyek.  

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung tiga sub-komponen sebagai berikut: 

1.1. Kebijakan dan Regulasi. Mengembangan, menguatkan, dan melakukan 

harmonisasi antar kerangka kerja yang relevan, kebijakan, peraturan, dan prosedur 

di tingkat nasional dan sub-nasional (provinsi dan kabupaten) dalam rangka 

mendukung program perhutanan sosial. Sub-komponen ini merencanakan 

penyusunan 13 regulasi sebagai berikut: 

V Satu (1) Draft final Peraturan/Instruksi Presiden terkait Perhutanan Sosial di 

Indonesia. 

V Tiga (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait 

dengan Perhutanan Sosial. 

V Tiga (3) Peraturan Direktur Jenderal PSKL. 

V Enam (6) Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati tentang 

integrasi Program Perhutanan Sosial dengan Program Pembangunan di 

Provinsi/Kabupaten. 

Penyusunan peraturan di atas dilakukan dengan prinsip partisipatif, transparan, 

berkeadilan dan cost efisien. Tema regulasi yang diatur dalam Proyek Penguatan 

Perhutanan Sosial akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan.  Draft 

Peraturan/Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan 

Gubernur/Bupati serta Peraturan Direktur Jenderal PSKL dapat selesai pada akhir tahun 

ketiga Proyek SSF. 

1.2. Penguatan kelembagaan. Peningkatan kapasitas institusi/kelembagaan pendukung 

Program Perhutanan Sosial, antara lain tetapi tidak terbatas pada; penguatan dan 

pengembangan Pokja PPS Provinsi, peningkatan kapasitas mansyarakat dalam 

menghadapi konflik atau perselisihan, mendukung pembentukan dan pengembangan 

LPHD dan KTH, memfasilitasi proses review dan penyusunan rencana kerja di 

tingkat kelompok masyarakat. Sub-komponen ini antara lain akan mendorong 

pelaksanaan: 

V Pengembangan kapasitas dan efektivitas Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan 

Sosial (POKJA PPS) provinsi. 
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V Pengembangan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan atau kelompok tani 

hutan. 

V Peningkatan kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola sumberdaya 

hutan secara berkelanjutan.   

V Memfasilitasi penyusunan rencana kerja di tingkat kelompok masyarakat. 

1.3. Pengembangan dan pengelolaan pengetahuan serta asistensi teknis.  

Menyediakan asistensi teknis untuk mengembangkan dan mengaplikasikan 

perangkat sistem informasi geospasional untuk program perhutanan sosial serta 

melakukan aktifitas pertukaran pengetahuan dan pengalaman terkait dengan 

perhutanan sosial.  Sub-komponen ini akan melaksanakan beberapa kegiatan antara 

lain: 

V Pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi produk dan pemasaran serta network 

perhutanan sosial.  

V Pengembangan aplikasi digital yang mudah/sederhana tapi akurat dan terpercaya 

tentang perhutanan sosial. 

V Memperkuat SINAV-PS dan Web Perhutanan Sosial.   

 

Komponen 2: Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Program 

Perhutanan Sosial 

Dana untuk komponen ini dialokasikan dengan porsi 76,39% dari total anggaran proyek.  

Ditujukan untuk untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam merencanakan 

pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan, melalui 3 sub-komponen kegiatan 

sebagai berikut: 

2.1. Rencana Pengelolaan. Menyediakan asistensi teknis kepada masyarakat penerima 

target proyek dalam menyiapkan rencana pengelolaan hutan yang lestari, termasuk 

mengembangkan pemetaan partisipatif, serta penataan batas areal perhutanan sosial. 

Sub-komponen ini akan memfasilitasi masyarakat dalam beberapa kegiatan antara 

lain sbb:  

V Pengajuan proposal untuk mendapat izin areal untuk perhutanan sosial. 

V Pemetaan dan penataan batas areal perhutanan sosial. 

V Penyusunan Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk Rencana 

Kerja Umum dan Rencana Kerja Tahunan (RKU/RKT) secara partisipatif.  
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2.2.  Pengembangan Model Sumber Penghidupan masyarakat sekitar hutan. 

Menyediakan asistensi teknis serta bantuan/hibah untuk masyarakat dalam rangka 

membangun kegiatan usaha perhutanan sosial. Sub-komponen ini akan memperkuat 

pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain: 

V Fasilitasi identifikasi sumberdaya hutan non-kayu dan jasa lingkungan lainnya 

yang bersifat komersial. 

V Fasilitasi pemanenan sumberdaya hutan secara berkelanjutan. 

V Fasilitasi pengembangan usaha berbasis sumberdaya hutan secara berkelanjutan. 

V Fasilitasi dana bantuan (blockgrant) untuk mendukung model sumber 

penghidupan masyarakat. 

2.3.  Pengembangan dan Pelaksanaan Investasi pada tingkat masyarakat. 

Menyediakan dana hibah untuk masyarakat penerima manfaat proyek dalam rangka 

mengimplementasikan rencana pengelolaan sebagaimana disebutkan pada 

komponen 2.1 dan melaksanakan kegiatan pengembangan untuk scalling-up usaha 

bisnis masyarakat. Sub-komponen ini akan digunakan untuk pelaksanaan beberapa 

kegiatan antara lain: 

 

V Mendukung pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial Partisipatif. 

V Fasilitasi pemilihan dan pelaksanaan investasi prioritas dan rencana usaha tingkat 

masyarakat secara partisipatif, berbasis sumberdaya hutan dan pertanian (agroforestry 

system). 

V Fasilitasi sarana atu infrastruktur serta kelembagaan pendukung pelaksanaan investasi 

prioritas. 

V Fasilitasi pengajuan dana bantuan (blockgrant) untuk mendukung investasi prioritas. 

 

Komponen 3: Pengelolaan Proyek dan Monitoring Evaluasi.  

Komponen ini didedikasikan untuk mendukung kegiatan pengelolaan Proyek Penguatan 

Perhutanan Sosial dan monitoring serta evaluasi proyek. Dana untuk komponen ini 

dialokasikan dengan porsi 5,96% dari total anggaran proyek.  Komponen ini ditujukan 

untuk fasilitasi/asistensi teknis dan dukungan untuk pelaksanaan proyek, antara lain: 

V Personil pendukung proyek. 

V Sarana dan prasarana proyek. 
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V Pertemuan National Stering Committee (NSC) dan National Technical Committee 

(NTC). 

V Peluncuran Proyek SSF. 

V Monitoring dan evaluasi proyek. 

Untuk memastikan pengelolaan proyek berjalan sesuai dengan Program Perhutanan Sosial 

secara menyeluruh, maka proyek penguatan perhutanan sosial dilaksanakan oleh: 

V Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) 

sebagai Executing Agency (EA); dan  

V Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Dit.PKPS) sebagai 

Implementing Agency (IA). 

Dalam pelaksanaannya, IA akan dibantu secara teknis oleh Direktorat lain lingkup 

Direktorat Jenderal PSKL; yaitu oleh Sekretariat Jenderal PSKL (Setditjen), Direktorat 

Peningkatan Usaha Perhutanan Sosial (Dit. PUPS), Direktorat Kemitraan Lingkungan 

(Dit. KL), Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat (Dit. PKTHA), serta 

institusi terkait lainnya pada Kementerian LHK.  

Struktur organisasi Proyek Penguatan Perhutanan Sosial, terdiri atas tiga level utama, 

yaitu: 

1) National Steering Commite (NSC) dan National Technical Committee (NTC) 

2) National Project Manajemen Unit (NPMU) 

3) Sub-national Project Management Unit (SPMU) 
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II. 3.  Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

Perjanjian Kinerja tahun 2023 merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan 

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian 

Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, 

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi 

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber 

daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan 

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya 

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang 

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap Tahunnya Perjanjian 

Kinerja tahun 2023 antara Direktur PKPS dengan Direktur Jenderal PSKL telah 

ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSKL pada bulan Januari tahun 2023. Perjanjian 

selengkapnya adalah sebagai berikut. 

Tabel  8. Perjanjian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 2023 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  Target 

1. Meningkatnya akses kelola 

hutan kemasyarakatan, hutan 

desa, hutan tanaman rakyat 

dan kemitraan kehutanan 

setiap tahun 

Luas kawasan hutan yang 

memperoleh  persetujuan 

Perhutanan Sosial dalam skema 

HD, HKm, Kemitraan Kehutanan 

dan HTR kepada kelompok 

masyarakat 

150.000 

Ha 

2. Meningkatnya akses kelola 

hutan kemasyarakatan, hutan 

desa, hutan tanaman rakyat 

dan kemitraan kehutanan 

setiap tahun 

Kelompok Masyarakat Penerima 

Persetujuan Perhutanan Sosial yang 

dievaluasi 

40 SK 

3. Meningkatnya akses kelola 

hutan kemasyarakatan, hutan 

desa, hutan tanaman rakyat 

dan kemitraan kehutanan 

setiap tahun 

Fasilitasi Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial 

3 

Dokumen 
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No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  Target 

4. Meningkatnya akses kelola 

hutan kemasyarakatan, hutan 

desa, hutan tanaman rakyat 

dan kemitraan kehutanan 

setiap tahun 

Strengthening Social Forestry in 

Indonesia (GEF 6) 

1 

Dokumen 

 

Pada bulan Desember tahun 2023, berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor:                  

S.-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 bahwa perlu melanjutkan kebijakan 

Automatic Adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 

2023 serta memperhatikan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor M.41/MENLHK/SETJEN/REN.0/12/2022, maka terjadi perubahan pagu 

anggaran tahun 2023 yang berdampak pada penyesuaian target capaian tahun 2023 

sehingga perlu dilakukan revisi perjanjian kinerja tahun 2023 sebagaimana terlampir di 

bawah ini. 

Tabel  9. Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 2023 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  Target 

1. Meningkatnya akses kelola 

hutan kemasyarakatan, hutan 

desa, hutan tanaman rakyat 

dan kemitraan kehutanan 

setiap tahun 

Luas kawasan hutan yang 

memperoleh  persetujuan 

Perhutanan Sosial dalam skema 

HD, HKm, Kemitraan Kehutanan 

dan HTR kepada kelompok 

masyarakat 

150.000 

Ha 

2. Meningkatnya akses kelola 

hutan kemasyarakatan, hutan 

desa, hutan tanaman rakyat 

dan kemitraan kehutanan 

setiap tahun 

Kelompok Masyarakat Penerima 

Persetujuan Perhutanan Sosial yang 

dievaluasi 

27 SK 

3. Meningkatnya akses kelola 

hutan kemasyarakatan, hutan 

desa, hutan tanaman rakyat 

dan kemitraan kehutanan 

setiap tahun 

Fasilitasi Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial 

3 

Dokumen 

4. Meningkatnya akses kelola 

hutan kemasyarakatan, hutan 

desa, hutan tanaman rakyat 

dan kemitraan kehutanan 

setiap tahun 

Strengthening Social Forestry in 

Indonesia (GEF 6) 

1 

Dokumen 

 



 

L a p o r a n  K i n e r j a  D i r e k t o r a t  P K P S  2 0 2 3 | 25  

II. 4.  Perencanaan Anggaran Tahun 2023 

Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2023 semula adalah sebesar Rp. 

21.230.400.000, yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 6.080.000.000,- dan HLN 

sebesar Rp. 15.150.400.000,-. Kemudian terjadi penyesuaian anggaran melalui 

mekanisme automatic adjustment sebesar Rp. 528.000.000,- pada anggaran yang 

bersumber dari APBN sehingga anggaran Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp. 

5.552.000.000.  Selanjutnya dilakukan top up anggaran HLN pada proyek Strengthening 

Social Forestry in Indonesia (SSF) sebesar Rp. 3.505.000.000,-, sehingga anggaran akhir 

Direktorat PKPS setelah refocusing dan penambahan top up menjadi sebesar Rp. 

24.207.400.000,-. Struktur anggaran Direktorat PKPS tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) 

output teknis yaitu 1) Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan perhutanan sosial 

dalam skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat 

dengan satuan hektar; 2) Jumlah Evaluasi persetujuan perhutanan sosial dengan satuan 

SK; 3) Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial berupa dokumen laporan dan 4) 

Strengthening Social Forestry in Indonesia (GEF 6) berupa dokumen laporan. Berikut ini 

adalah rincian rencana anggaran Direktorat PKPS Tahun 2023 per jenis belanja, per 

komponen, dan per output kegiatan. 

III.1.1.  Rencana Anggaran per Sumber Dana dan per Jenis Belanja 

Berdasarkan jenis belanja, anggaran Direktorat PKPS terdiri dari belanja barang 

dan belanja modal. Berdasarkan sumber dana, alokasi anggaran Direktorat PKPS tahun 

2022 bersumber dana dari Rupiah Murni (RM), PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) 

dan Hibah Luar Negeri (HLN) dengan rincian sebagaimana Tabel 10 dan Gambar 5. 

Tabel  10. Rencana anggaran per jenis belanja dan per sumber dana tahun 2023 

JENIS 

BELANJA  

SUMBER DANA 

JUMLAH  
RM PNPB HLN  

Belanja Barang  3.539.500.000 2.012.500.000 16.655.400.000 22.207.400.000 

Belanja Modal - - 2.000.000.000 2.000.000.000 

Jumlah 3.539.500.000 2.012.500.000 18.655.400.000 24.207.400.000 
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Gambar 5. Komposisi anggaran Direktorat PKPS tahun 2023 berdasarkan sumber dana 

 

III.1.2.  Rencana Anggaran per Output dan Komponen 

Alokasi anggaran pada output teknis (Luas hutan yang dikelola masyarakat dalam 

bentuk HKm, HD, HTR, dan Kemitraan Kehutanan) memiliki dua komponen yang 

ekuivalen dengan struktur kelembagaan pada Direktorat PKPS yaitu Subdit Penyiapan 

HKm dan HTR , Subdit Penyiapan HD dan Kemitraan Kehutanan, serta Sub Bagian Tata 

Usaha. Adapun struktur anggaran berdasarkan Rincian Output dan Komponen pada 

Direktorat PKPS sebagaimana pada Tabel 11. 

Tabel  11. Rencana anggaran per output dan komponen tahun 2023 

Sumber 

Dana 
Kode Kegiatan Jumlah 

 

APBN 

6749 
Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan 

Sosial 
5.552.000.000  

ABV.001 
Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan 

Sosial 
620.000.000  

051 Penyusunan Perencanaan 302.430.000  

052 Evaluasi dan Pelaporan 317.570.000  

QDD.002 

Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema 

HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR 

kepada Kelompok Masyarakat 

4.400.000.000  

051 
Penyiapan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan 

Tanaman Rakyat 
2.339.100.000  
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Sumber 

Dana 
Kode Kegiatan Jumlah 

 

052 
Penyiapan Hutan Desa dan Kemitraan 

Kehutanan 
2.060.900.000  

QDD.003 

Kelompok Masyarakat Penerima 

Persetujuan Perhutanan Sosial yang 

dievaluasi 

532.000.000  

051 Evaluasi izin akses Perhutanan Sosial 532.000.000  

HLN  

6749 
Strengthening Social Forestry in Indonesia 

(GEF 6) 
18.655.400.000  

BDD.002 
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok 

Masyarakat Melalui Project SSF 
18.655.400.000  

051 
Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan untuk 

Mendukung Perhutanan Sosial 
2.340.645.000  

052 
Penguatan Kemampuan Masyarakat mengelola 

SDH melalui Perhutanan Sosial 
13.127.420.000  

053 Pengelolaan Proyek dan Monitoring Evaluasi 3.187.335.000  
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BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA  
 

III. 1.  Capaian Kinerja Direktorat PKPS 

Capaian kinerja organisasi dilihat berdasarkan hasil capaian yang diperoleh 

berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut. Tahun 2023, Direktorat 

PKPS memiliki empat indikator kinerja kegiatan yang menjadi dasar penghitungan 

pencapaian kinerja organisasi. Berdasarkan hasil yang telah dicapai, capaian kinerja 

masing-masing indikator kinerja kegiatan Direktorat PKPS Tahun 2023 adalah sebagai 

berikut. 

Tabel  12. Capaian kinerja organisasi Direktorat PKPS tahun 2023 

Indikator Kinerja Kegiatan  Target Capaian % Capaian 

Luas kawasan hutan yang 

memperoleh persetujuan Perhutanan 

Sosial dalam Skema HD, HKm, 

Kemitraan Kehutanan, dan HTR 

kepada Kelompok Masyarakat 

150.000 Ha  

/ 

237 Kelompok 

699.507,47 ha 

 /  

945 Kelompok 

466% 

/ 

399% 

Jumlah evaluasi persetujuan 

perhutanan sosial 

27 SK 116 SK 430% 

Fasilitasi Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial 

3 Dokumen 3 Dokumen 100% 

Strengthening Social Forestry in 

Indonesia (GEF 6) 

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

Rata-rata capaian kinerja IKK  274,84 

 

 

Evaluasi Persetujuan Perhutanan Sosial pada HKm KTH Wolo Ma Dowar di Kabupaten Halmahera Barat 
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Perlu dipahami bahwa untuk capaian luas pada IKK Luas Kawasan hutan yang 

memperoleh persetujuan perhutanan sosial disajikan dalam dua informasi, yaitu dalam 

luas (hektar) dan dalam jumlah kelompok masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya 

perbedaan pencatatan target capaian pada system penganggaran yang berdasarkan KRO 

(Kelompok Rincian Output) dan RO (Rincian Output) yang tidak ada target dengan satuan 

luasan hektar, sehingga disesuaikan menjadi satuan kelompok masyarakat. Namun 

demikian pada Laporan Kinerja ini, penjelasan lebih lanjut terkait capaian pemberian 

persetujuan lebih banyak dijelaskan dalam bentuk satuan hektar.  

 

III.1.1.  Indikator Kinerja Kegiatan  1: Luas kawasan hutan yang memperoleh 

persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan 

Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat 

Dalam Laporan Kinerja ini, cakupan capaian Direktorat PKPS dalam rangka 

pemberian persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial hanya meliputi luas kawasan hutan 

yang memperoleh persetujuan Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR dan 

Kemitraan Kehutanan. Sedangkan cakupan capaian pemberian persetujuan pengelolaan 

Perhutanan Sosial pada Ditjen PSKL meliputi luas kawasan hutan yang memperoleh 

persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan (KK) 

dan Hutan Adat. 

Selama tahun 2023, Direktorat PKPS mampu mencapai pemberian persetujuan 

Perhutanan Sosial seluas 699.507,47 ha untuk 78.846 Kepala Keluarga (KK) dengan 

jumlah SK sebanyak 945 unit (daftar SK dapat dilihat pada Lampiran 2). Hal ini 

berkontribusi 11,5% terhadap capaian IKP Ditjen PSKL hingga akhir tahun 2023 seluas 

7.073.184 ha untuk 1.265.869 KK dengan jumlah unit SK sebanyak 9.019 Unit (Gambar 

6). Tahun 2023 target IKK 1 Direktorat PKPS sebesar 150.000 ha (237 kelompok 

masyarakat), sementara capaian kinerjanya seluas 699.507,47 ha (945 kelompok 

masyarakat) atau 473,41% dari target. Capaian pemberian persetujuan Perhutanan Sosial 

Direktorat PKPS terbagi atas Skema HD, HKm, HTR dan KK dengan rincian pada tabel 

13. Capaian tertinggi pemberian persetujuan dengan skema Hutan Desa.  
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Gambar 6. Kontribusi Direktorat PKPS terhadap capaian pemberian persetujuan 

Perhutanan Sosial hingga tahun 2023 

Tabel  13. Capaian pemberian akses legal Perhutanan Sosial Dit PKPS Tahun 2023 

 

 

Gambar 7. Capaian pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial per Skema 

Capaian PSKL s.d 
2023

88,5% HD
8,4%

HKm
2,9%

HTR
0,2%

KK
0,1%

Capaian PKPS 
2023

11,5%

Capaian PSKL s.d 2023 HD HKm HTR KK

HD
72,76%

HKm
25,23%

HTR
1,49%

KK
0,52%

Capaian Pemberian Persetujuan
Perhutanan Sosial per Skema

No Skema Luas (Ha) KK  Unit SK 

1 HD  508.931,42  23.346 355 

2 HKm  176.493,05  53.770 580 

3 HTR  10.451,00  1.154 8 

4 Kemitraan Kehutanan  3.632,00  576 2 

TOTAL  699.507,47 78.846 945 
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Keberhasilan pelaksanaan program Perhutanan Sosial sangat ditentukan oleh 

keterlibatan dan peran serta seluruh pihak yang terkait, baik pusat maupun daerah. 

Keterlibatan juga bukan hanya dalam bentuk komitmen kebijakan, tetapi juga komitmen 

anggaran. Dalam pencapaian target indikator kinerja kegiatan tahun 2023, Direktorat 

PKPS masih didukung dana yang bersumber dari Hibah Luar Negeri, yaitu Strengthening 

of Social Forestry in Indonesia Project (Proyek SSF) yang masuk dalam DIPA.Kemudian 

tambahan dukungan dari Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP yang dikelola oleh 

BPDLH dan tidak masuk dalam DIPA. Oleh sebab itu capaian pada IKK 1 nilainya sangat 

signifikan dibandingkan target aktual. 

 

 

 

  

Capaian Proyek Implementasi  REDD+ 

GCF RBP Tahun 2023: 

1. Seluas 469.623,54 ha untuk  45.330 

KK terdiri atas 513 SK  akses kelola 

persetujuan Perhutanan Sosial yang 

diperoleh melalui mekanisme 

prakondisi dan penerbitan 

persetujuan secara reguler maupun 

Jareng Jebol. 

2. Sebanyak 2 unit SK telah di 

transformasi dari SK Kulin KK 

menjadi SK Persetujuan Perhutanan 

Sosial skema HD dan HKm. 

 

Target Proyek Implementasi REDD+ 

GCF RBP Tahun 2023: 

1. Percepatan fasilitasi distribusi akses 

kelola persetujuan Perhutanan Sosial 

setidaknya seluas 450.000 Ha untuk 

mendukung capaian seluas 8 juta 

hektare pada tahun 2024 dan 9 juta 

hektare pada tahun 2025 melalui 

mekanisme prakondisi dan 

penerbitan persetujuan secara 

reguler maupun Jareng Jebol. 

2. Percepatan fasilitasi transformasi 

sebanyak 40 SK transformasi dan 

dukungan penyiapan sarana 

prasarana penunjang kegiatan dan 

inventarisasi aset pelaksanaan 

transformasi sampai dengan tahun 

2025. 

 

 Target kelompok masyarakat yang mendapatkan izin/persetujuan Perhutanan Sosial 

melalui Strengthening of Social Forestry in Indonesia Project 2020 ð 2025 adalah seluas 

300.000 ha  terhadap 303 kelompok masyarakat 

 

 

 

Capaian tahun 2023, Proyek SSF berkontribusi  memberikan akses kelola Perhutanan 

Sosial seluas  67.149,15 ha untuk  11.365 KK terdiri atas 173 SK. 
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Sumatera
15%

Jawa
7%

Bali - Nusa Tenggara
3%

Kalimantan
25%

Sulawesi
8%

Maluku -
Papua
42%

Luas Capaian Pemberian Persetujuan Perhutanan Sosial Tahun 2023 

per Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas (Ha) Unit SK Luas (Ha) Unit SK

Bali - Nusa Tenggara 2.830,77            11           15.401,97           98           

Jawa 22.401,86           81           28.846,38           114         

Kalimantan 117.476,00         46           46.077,76           51           

Maluku - Papua 293.844,00         146         1.983,00            9             

Sulawesi 14.490,00           18           36.874,92           144         

Sumatera 57.888,79           53           47.309,02           164         

Grand Total 508.931,42         355         176.493,05         580         

REGIONAL
HD HKM

Luas (Ha) Unit SK Luas (Ha) Unit SK

Bali - Nusa Tenggara

Jawa

Kalimantan 5.825,00            4             2.500,00            1             

Maluku - Papua

Sulawesi 3.298,00            2             

Sumatera 1.328,00            2             1.132,00            1             

Grand Total 10.451,00           8             3.632,00            2             

REGIONAL
HTR KULIN KK

Bali - Nusa Tenggara 18.232,74           109         

Jawa 51.248,24           195         

Kalimantan 171.878,76         102         

Maluku - Papua 295.827,00         155         

Sulawesi 54.662,92           164         

Sumatera 107.657,81         220         

Grand Total 699.507,47         945         

REGIONAL Total Luas (Ha)
Total Unit 

SK

Capaian pemberian 

persetujuan Perhutanan 

Sosial pada regional 

Maluku ï Papua 

tertinggi merupakan 

hasil Jareng Jebol 

Persetujuan PS di 

Provinsi Papua 
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Pemberian persetujuan Perhutanan Sosial dilakukan melalui berbagai tahapan proses 

berupa Permohonan dari KTH kemudian dilakukan verifikasi administrasi oleh Direktorat 

PKPS dan verifikasi teknis oleh BPSKL. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada Sekretaris 

Direktorat Jenderal PSKL melalui Nota Dinas dari Direktur PKPS kelayakan untuk 

diterbitkan SK Persetujuan PS. 

 

 

Gambar 8. Tahapan proses pemberian persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial 

Tabel  14. Progres Permohonan Penyiapan Persetujuan PS pada Skema HD, HKm, HTR 
dan KK yang di proses selama tahun 2023 

 

 

 

Terdapat permohonan yang telah dilakukan verifikasi administrasi namun belum 

dilakukan verifikasi teknis disebabkan beberapa hal yaitu : 

a. Tidak lolos verifikasi administrasi sehingga permohonan dikembalikan untuk 

dilengkapi; 

b. Telah terbit Perintah Tugas Verifikasi Teknis namun belum dilakukan vertek karena 

keterbatasan anggaran; dan 

c. Untuk skema Kemitraan Kehutanan, terdapat permohonan Kemitraan Konservasi  

telah terbit Perintah Tugas Verifikasi Teknis namun proses selanjutnya disesuaikan 

mengikuti PermenLHK Nomor 14 Tahun 2023 Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan 

Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.  

Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Unit

748.051,27    516 30.075,73   16 941.460,73   499 61.925,14    100 1.781.512,87     1.131    

JUMLAHData 

Permohonan 

2023

HKM HTR HD KK

Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Unit

787.989,71    591 29.665,04   17 558.991,82   327 11.968,00   45 1.388.614,57    980     

Verad 2023

HKM HTR HD KK JUMLAH

Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Unit

36.517,70        22 -                0 5.701,51           2 1.323,00       10 43.542,21            34         

67.517,26        40 -                0 480,00            1 16,98             1 68.014,24           42         

127.918,20      453 9.323,00      6 367.068,00    354 3.632,00      2 507.941,20         815       

231.953,16      515 9.323,00      6 373.249,51      357 4.971,98       13 619.497,65         891       

JUMLAH

Pending

Di Tolak

ND

Total

Hasil Vertek 

2023

HKM HTR HD KK

GAP 
151 Permohonan 
belum dilakukan 

Verad 

Tahapan Proses Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 

GAP 
89 Permohonan 
belum / tidak 

dilakukan Vertek  
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Persetujuan IPHPS dan Kulin KK 
Seluas 333.351,26 ha, sebanyak 914 unit SK 

Tabel  15. Jumlah Persetujuan dan Luas SK Kulin KK dan IPHPS per Regional 

REGIONAL / PROVINSI UNIT SK LUAS (HA) REGIONAL / PROVINSI UNIT SK LUAS (HA)

SUMATERA 147         38.419,12        BALI NUSA TENGGARA 153         16.948,16        

Bangka Belitung 4              102,03               BALI 47            3.389,76           

BENGKULU 5              615,00               NUSA TENGGARA BARAT 87            11.216,90         

JAMBI 7              2.773,86           NUSA TENGGARA TIMUR 19            2.341,50           

KEP BANGKA BELITUNG 1              75,00                 KALIMANTAN 21           4.348,00           

LAMPUNG 88            8.464,74           KALIMANTAN SELATAN 17            4.025,00           

SUMATERA BARAT 4              637,57               KALIMANTAN UTARA 4              323,00               

SUMATERA SELATAN 8              19.821,14         SULAWESI 22           3.974,14           

SUMATERA UTARA 30            5.929,78           SULAWESI BARAT 1              503,00               

JAWA 559         267.434,84      SULAWESI TENGAH 7              458,84               

BANTEN 24            6.307,34           SULAWESI TENGGARA 14            3.012,30           

JAWA BARAT 118          37.844,80         MALUKU PAPUA 12           2.227,00           

JAWA TENGAH 87            48.105,57         MALUKU UTARA 8              1.710,00           

JAWA TIMUR 330          175.177,13       PAPUA 4              517,00                

 

  

Sudah transformasi 
Seluas  47.869 ha ha, Sebanyak  123 unit SK 

Belum dilakukan transformasi 
Seluas  285.482 ha, Sebanyak  791 unit SK 

REGIONAL / PROVINSI UNIT SK LUAS (HA)

SUMATERA 147         38.419,12   

Bangka Belitung 4              102,03          

BENGKULU 5              615,00          

JAMBI 7              2.773,86      

KEP BANGKA BELITUNG 1              75,00            

LAMPUNG 88            8.464,74      

SUMATERA BARAT 4              637,57          

SUMATERA SELATAN 8              19.821,14    

SUMATERA UTARA 30            5.929,78      

JAWA 436         219.565,75 

BANTEN 14            3.747,99      

JAWA BARAT 72            27.659,65    

JAWA TENGAH 69            41.065,77    

JAWA TIMUR 281          147.092,34  

BALI NUSA TENGGARA 153         16.948,16   

BALI 47 3.389,76      

NUSA TENGGARA BARAT 87 11.216,90    

NUSA TENGGARA TIMUR 19 2.341,50      

KALIMANTAN 21           4.348,00      

KALIMANTAN SELATAN 17 4.025,00      

KALIMANTAN UTARA 4 323,00          

SULAWESI 22           3.974,14      

SULAWESI BARAT 1 503,00          

SULAWESI TENGAH 7 458,84          

SULAWESI TENGGARA 14 3.012,30      

MALUKU PAPUA 12           2.227,00      

MALUKU UTARA 8 1.710,00      

PAPUA 4 517,00          

791         285.482       TOTAL

TRANSFORMASI KULIN KK DAN IPHPS 

PROVINSI SKEMA UNIT LUAS (HA) JUMLAH KK

BANTEN HKm 10 2.559,35           2.208            

HD 2 1.335,00           158                

HKm 44 8.850,15           6.357             

JAWA TENGAH HKm 18 7.039,80          4.723             

JAWA TIMUR HKm 49 28.084,79        22.595           

123 47.869,09       36.041           

JAWA BARAT

TOTAL

Pasal 21 ɀ 23 P.4 Tahun 2023 
Transformasi IPHPS dan KULIN KK 
menjadi Persetujuan Pengelolaan 
Perhutanan Sosial skema HD, HKm, HTR. 
 
Surat Dirjen PSKL No. S.186/2023 
Penyesuaian/Tramnsformasi Kemitraan 
Kehutanan dengan KPH menjadi 
ersetujuan Pengelolaan Perhutanan 
Sosial skema HD, HKm, HTR di luar Pulau 
Jawa 
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Target kinerja Direktorat PKPS telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, akan 

tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi perubahan dan penyesuaian target kinerja 

setiap tahunnya. Penyesuaian target kinerja pada umumnya mempertimbangkan 

ketersediaan anggaran dan kondisi keuangan negara, hal ini dibahas bersama pada trilateral 

meeting antara Kementerian LHK, Bappenas dan Kementerian Keuangan dan hasilnya 

dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Adapun target kinerja (Renstra dan 

RKP) dan capaian pemberian akses legal perhutanan sosial adalah sebagai berikut: 

Tabel  16. Target Direktorat PKPS berdasarkan Renstra (revisi) dan RKP serta capaian 

No Tahun  
Target Renstra  

(ha)  

Target RKP 

(ha)  

Capaian 

(ha)  

1 2007-2014 - - 437.307,69 

2 2015 200.000 200.000 106.603,65 

3 2016 2.500.000 2.500.000 150.623,23 

4 2017 3.000.000 330.000 680.905,85 

5 2018 3.500.000 2.000.000 1.059.495,89 

6 2019 3.500.000 1.000.000 637.520,65 

7 2020 500.000 125.000 175.552,37 

8 2021 1.000.000 250.000 478.306,94 

9 2022 200.000 180.000 353.754,23 

10 2023 1.750.000 150.000 699.507,47 

Jumlah   6.735.000  

 

Target kinerja yang telah direncanakan pada Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 

2019 pada pelaksanaannya selalu tidak terpenuhi setiap tahunnya, pada tabel 11 terlihat 

bahwa target kinerja setiap tahun selalu dibawah dari target yang direncanakan pada 

Renstra. Hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas dengan target yang 

begitu tinggi. Pada Renstra Tahun 2015 ï 2019 target pemberian akses Kelola Perhutanan 

Sosial selama 5 tahun seluas 12,7 juta hektar.  

Target pemberian akses Kelola Perhutanan Sosial Rentsra 2020 ï 2024 hanya 

sebesar 4 juta hektar. Namun demikian capaian di tahun 2020, 2021 dan 2023 berada 

dibawah target Renstra dengan kendala yang sama yaitu keterbatasan anggaran. Apabila 

dibandingkan capaian dengan target tahunan dalam RKP atau Renja Direktorat PKPS, 

maka capaian di tahun 2020 ï 2023 melebih target karena target tahunan disusun 

berdasarkan ketersediaan anggaran.  
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Gambar 9. Capaian Dit PKPS dalam Pemberian Persetujuan PS berbanding Renstra dan 

Renja 
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Gambar 10. Realisasi Capaian IKK 1 Direktorat PKPS terhadap Renstra

Realisasi Capaian IKK 1 Direktorat PKPS terhadap Renstra  
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Gambar 11. Tantangan fasilitasi akses legal Perhutanan Sosial 

 

Dampak 

Dengan terdistribusinya akses persetujuan pengelolaan perhutanan sosial ini maka 

secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak pada: 

1. Semakin kecilnya ketimpangan pengelolaan kawasan hutan yang selama ini 

didominasi oleh pengusaha besar, dimana telah bertambah sekitar 699.507,47 ha 

kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat. 

2. Terbukanya lapangan pekerjaan bagi sekitar 78.846 KK. 

3. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan mengelola kawasan 

hutan tanpa izin keberadaannya di cap sebagai masyarakat ilegal sehingga seringkali 

masyarakat tersebut tidak memperoleh layanan sosial dari pemerintah setempat. 

Dengan diberikannya akses persetujuan pengelolaan perhutanan sosial kepada 

masyarakat tersebut maka status masyarakat tersebut dalam mengelola kawasan hutan 

menjadi legal dan terbuka peluang untuk mendapatkan pelayanan sosial dari 

pemerintah setempat. 

4. Melalui pemberian akses persetujuan pengelolaan perhutanan sosial memberikan rasa 

aman dan nyaman bagi masyarakat dalam mengelola kawaan hutan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf kesejahteraannya. 

5.  
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III.1.2.  Jumlah evaluasi persetujuan perhutanan sosial dalam Skema HD, HKm, 

Kemitraan Kehutanan, dan HTR 

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (UUCK), di mana pada salah satu pasalnya menyebutkan tentang Perhutanan 

Sosial. Selanjutnya, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kehutanan, di mana Perhutanan Sosial diatur dalam satu Bab tersendiri. 

Ketentuan lebih detil tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial termasuk bagaimana evaluasi 

akan dilakukan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.09/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang menggantikan beberapa peraturan 

sebelumnya yang mengatur perhutanan sosial.  

Berdasarkan PermenLHK 9/2021, kegiatan pengendalian melalui evaluasi 

kelompok penerima persetujuan perhutanan sosial dilakukan setidaknya 1 (satu) kali 

dalam 5 (lima) tahun. sampai saat ini dari 9.019 Unit SK Ijin/Hak baru 811 Unit SK 

persetujuan yang dievaluasi. Saat ini persetujuan perhutanan sosial yang sudah berjalan 5 

(lima) tahun atau lebih ada sekitar 4.116 SK dan seiring waktu jumlah ini terus bertambah. 

Jumlah izin yang sudah dilakukan evaluasi sebanyak 838 SK (Tabel 13) atau baru sekitar 

20,35 %, sehingga Ditjen PSKL memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar terkait 

evaluasi akses legal perhutanan sosial. Hal ini menunjukkan adanya gap kebutuhan 

pelaksanaan kegiatan dengan keharusan (kewajiban) pelaksanaan pengendalian tersebut 

dan gapnya semakin membesar setiap tahun seiring besarnya jumlah unit SK yang terbit 

dan rendahnya target Rencana Kerja evaluasi per tahun. Oleh karena itu diperlukan inovasi 

pembaharuan metode pelaksanaan evaluasi dalam rangka pengendalian persetujuan 

perhutanan sosial melalui inovasi aksi perubahan ñMonitoring dan Evaluasi Pengendalian 

Perhutanan Sosial Mandiri Kelompok Perhutanan Sosial (Pesan KPS)ò.  

Melalui inovasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Perhutanan Sosial Mandiri 

Kelompok Perhutanan Sosial (Pesan KPS), gap yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan 

evaluasi persetujuan perhutanan sosial dapat diminimalisir. Pelaksanaan evaluasi dapat 

lebih efektif dan efisien, dapat menjangkau KPS yang lebih banyak dengan jumlah 

anggaran yang jauh lebih hemat.  

Pelaksanaan evaluasi mandiri dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu di Provinsi 

Lampung pada tanggal 23-28 Oktober 2023 dan Provinsi D. I. Yogyakarta pada tanggal 

30 Oktober-2 November 2023. Di Provinsi Lampung, evaluasi mandiri dilakukan terhadap 

61 KPS, sedangkan di Provinsi D. I. Yogyakarta evaluasi mandiri dilakukan terhadap 35 
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KPS, secara keseluruhan evaluasi mandiri dilakukan terhadap 96 KPS. Dari kegiatan 

Evaluasi mandiri tersebut dapat meningkatkan capaian Evaluasi Persetujuan Perhutanan 

Sosial pada tahun 2023. 

Melalui inovasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Perhutanan Sosial Mandiri 

Kelompok Perhutanan Sosial (Pesan KPS), pelaksanaan evaluasi Persetujuan Perhutanan 

Sosial akan lebih efektif dan efisien, dapat menjangkau KPS yang lebih banyak dengan 

jumlah anggaran yang jauh lebih hemat. Tantangan kedepan terhadap Pelaksanaan 

Evaluasi Pengendalian Perhutanan Sosial Mandiri  adalah diperlukanya sosialisasi kepada 

seluruh stakeholder terkait, khususnya KPH dan Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial 

serta penyempurnaan system sehingga inovasi Pesan KPS dapat dilaksanakan secara 

menyeluruh. 

Tabel  17. Pelaksanaan Evaluasi Persetujuan Perhutanan Sosial. 

No Provinsi  

Skema 

Jumlah 
HKm HD HTR (Klp)  

HTR  
KK 

(org)  

Tahun 2017  45 0 9 0 0 54 

1 Bengkulu 8 -  -   -  - 8 

2 DI Yogyakarta 24 -  -   - -  24 

3 Sulawesi Tenggara 1 -  9 -   - 10 

4 Bali 4  - -  -   - 4 

5 NTB 8  - -  -   - 8 

Tahun 2019  159 3 35 378 0 575 

1 Lampung 78  - 8 -  -  86 

2 Sulawesi Selatan 81 3 27 286 -  397 

3 Gorontalo  -  -  - 92 -  92 

Tahun 2020  21 29 0 0 0 50 

1 Sumatera Barat 13 8  - -   - 21 

2 Jambi -  20  -  -  - 20 

3 
Kep. Bangka 
Belitung 

6  -  - -   - 6 

4 Bengkulu 2  -  -  -  - 2 

5 Sumatera Selatan  - 1  -  -  - 1 

Tahun 2021  18 0 4 81 0 103 

1 DI Yogyakarta 18  - -  -  -  18 

2 
Kep. Bangka 
Belitung 

- - 2 81 - 83 

  Tahun 2022  33 17 4 2 0 56 

1 Gorontalo 3 - - - - 3 

2 NTB 27 - 4 - - 31 

3 Kalimatan Selatan - - - 1 - 1 
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No Provinsi  

Skema 

Jumlah 
HKm HD HTR (Klp)  

HTR  
KK 

(org)  

4 Kalimantan Tengah 1 - - - - 1 

5 Kalimantan Timur - 3 - - - 3 

6 Lampung   14        14 

7 Maluku       1   1  

8 Jambi 1         1  

9 Sumatera Utara 1     1 

  Tahun 2023  72 35 7 - 2 116 

1 Maluku Utara 6 12 1 - - 19 

2 Lampung 32 22 5 - 2 61 

3 Yogyakarta 34 - 1 - - 35 

4 Gorontalo  1    1 

Jumlah Total  348 84 59 461 2 954 

 

Berdasarkan Pasal 188 ayat 3 PermenLHK No 9 dinyatakan bahwa evaluasi 

persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima 

tahun. Namun demikian evaluasi juga dapat dilaksanakan dikarenakan adanya kasus atau 

permasalahan khusus yang mengharuskan dilakukan evaluasi meskipun izin perhutanan 

sosialnya belum mencapai 5 (lima) tahun. Target IKK 2, tahun 2023 adalah sebanyak 27 

SK dengan capaian kinerja 115 SK atau sebesar 425,93 %. Pelaksanaan evaluasi izin 

Perhutanan Sosial tahun 2023 dilaksanakan pada 8 Provinsi dengan rincian pada tabel 

dibawah ini; 

Tabel  18. Realiasi evaluasi izin persetujuan perhutanan sosial tahun 2023 

No Provinsi  HKm HD HTR KK Total  

1 Maluku Utara 6 12 1 - 19 

2 Lampung 32 22 5 2 61 

3 Yogyakarta 34 - 1 - 35 

4 Gorontalo  1   1 

TOTAL 72 35 7 2 116 
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Permohonan Perubahan Persetujuan dan Aduan terhadap Persetujuan Pengelolaan 

Perhutanan Sosial selama Tahun 2023 

Setelah diberikannya Persetujuan Perhutanan Sosial tidak sedikit yang timbul 

permasalahan baik karena adanya tumpang tindih lahan, pergantian pengurus, pergantian 

keanggotaan atau adanya aduan dari pihak lain yang merasa dirugiakan dengan adanya 

persetujuan Perhutanan Sosial yang menyebabkan harus dilakukannnya perubahan 

persetujuan atau evaluasi. Beberapa daftar aduan permasalahan pasca terbitnya 

persetujuan sebagaimana disajikan pada Tabel 19.  

Tabel  19. Aduan Permasalahan dalam Perhutanan Sosial pada tahun 2023 

NO PROVINSI 
SKEMA  

JUMLAH  
HKm  HTR HD KK  

1 Aceh 1 - - - 1 

2 Gorontalo 2 - 1 - 3 

3 Jambi 1 2 
  

3 

4 Jawa Barat 1 - - - 1 

5 Jawa Timur 1 - - - 1 

6 Kalimantan Tengah 1 1 - - 2 

7 Kalimantan Timur - 1 - - 1 

8 Kalimantan Utara - 1 - - 1 

9 Kepulauan Bangka 

Belitung 

1 - - - 1 

10 Riau 1 - - - 1 

11 Sulawesi Selatan 18 - 1 - 19 

12 Sulawesi Utara 2 - - - 2 

13 Sumatera Utara 6 - - - 6 

JUMLAH  35 5 2 - 42 

 

Jenis aduan dan permasalahan terhadap persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial 

pada tahun 2023 terdiri dari: 

1. Tumpang tindih areal persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dengan perizinan 

lainnya, baik yang dikeluarkan oleh KLHK maupun dari K/L lain dan pemerintah 

daerah.  

2. Adanya klaim lahan baik perseorangan maupun kelompok. 

3. Permohonan perubahan persetujuan karena adadnya perubahan subyek maupun obyek 

Perhutanan Sosial. 
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Dampak Evaluasi  Persetujuan Pengelolaan PS tahun 2023 

Adapun dampak dari evaluasi izin Perhutanan Sosial diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Mendorong pemegang izin dalam melakukan perbaikan dan peningkatan pengelolaan 

Perhutanan Sosial.  

2. Terinformasikannya kondisi pengelolaan Perhutanan Sosial yang selanjutnya menjadi 

salah satu dasar dalam upaya pe rbaikan kedepan. 

3. Perbaikan data dan informasi Perhutanan Sosial. 

4. Mendorong pemerintah daerah, khususnya Dinas Kehutanan dan KPH untuk lebih 

peduli dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. 

5. Sebagai bahan pembinaan bagi UPT dalam melakukan pengawasan. 

6. Mengetahui pengelolaan PS pada tingkat tapak untuk dijadikan sebagai bahan 

rekomendasi kebijakan.  

7.   

Evaluasi Persetujuan Perhutanan Sosial pada LHPD Campaka  
di Kabupaten Maluku Utara 
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III.1.3.  Indikator K inerja Kegiatan 3: Ketersediaan dokumen rancangan strategi 

dan informasi kinerja penyiapan kawasan Perhutanan Sosial. 

Ikk 3 diukur berdasarkan Ketersediaan dokumen rancangan strategi dan informasi 

kinerja penyiapan kawasan Perhutanan Sosial. Rancangan strategi dan informasi kinerja 

penyiapan kawasan Perhutanan Sosial (IKK 3) merupakan kegiatan yang baru dilakukan 

pada tahun 2023. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang telah di standarkan oleh Setdit 

PSKL untuk mengakomodir kegiatan non-teknis direktorat PKPS. Target kinerja IKK 3 

adalah 3 dokumen, berupa dokumen laporan perencanaan, evaluasi dan ketatausahaan.  

Tabel  20. Dokumen rancangan strategi dan informasi kinerja PKPS tahun 2023 

No Dokumen Ketersediaan 

1 Renja direktorat PKPS tahun 2024 V 

2 SPIP 2023 V 

3 Laporan Kinerja direktorat PKPS tahun 2022 V 

Total 100% 

 

A.  Rencana Kerja Dir ektorat PKPS Tahun 2023  

Rencana Kerja Direktorat PKPS 

Tahun 2024 telah ditetapkan oleh 

Direktur PKPS dengan Keputusan 

Direktur PKPS Nomor 

SK.17/PKPS/PHKHTR/REN.0/12/2023 

tanggal 7 Desember 2023. Rencana 

Kerja Tahun 2024 Direktorat PKPS 

merupakan penjabaran dari Rencana 

Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan 

Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 

2024 yang disusun berdasarkan RKP 

tahun 2024 yang mengacu pada 

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 

2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2024.  
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B  Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Menurut Permen No 60 tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah merupakan proses yang integral 

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

SPIP salah satu instrument penting dalam 

upaya tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) dan pemerintahan yang 

bersih (clean governance). 

Dokumen SPIP sudah dibuat dokumen SPIP pada bulan Januari tahun 2023, terdiri 

atas unsur Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi 

dan komunikasi, dan Pemantauan pengendalian intern. 

 

C.  Laporan Kinerja Direktorat PKPS tahun 2022  

Laporan Kinerja Direktorat PKPS tahun 

2022 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, serta Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah.  
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Laporan Kinerja tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 dari Rencana Strategis 

(Renstra) Direktorat PKPS tahun 2020-2024. Di dalam buku ini menyajikan informasi 

secara lengkap dan ringkas tentang capaian kinerja pada Direktorat PKPS. Laporan 

Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Direktorat PKPS. 

 

III.1.4.  Indikator Kinerja Kegiatan 4: Strengthening Social Forestry in Indonesia 

(SSF) 

Kegiatan SSF ini memiliki target 1 dokumen, sementara capaian hingga akhir 

Desember 2022 mencapai 1 dokumen, dengan demikian target capaian IKK 4 ini mencapai 

100%. 

Tabel  21. Daftar kegiatan proyek SSF yang telah dilaksanakan pada tahun ketiga (2023) 

No. Kegiatan 
Indikator 

Capaian 

Capaian 

Tahun 2023 
Keterangan 

I  Komponen I: Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan 

1. Integrasi PS ke dalam 

perencanaan strategis 

daerah (RPJMD) 

/kabupaten/kota 

 

4 provinsi + 6 

kabupaten/kota 

 

4 (provinsi) 

 

Perhutanan Sosial telah 

dimasukkan kedalam RPJMD 

wilayah provinsi di lokasi 

Proyek SSF, namun belum 

untuk lingkup kabupaten. 

2. Draft Penyusunan 

regulasi dalam rangka 

percepatan PS 

13 Regulasi 
 

4 regulasi Telah berkontribusi dalam 

penyusunan dan penerbitan 

Perpres No. 28/2023, terbitnya 

2 SK Dirjen PSKL tentang 

Panduan Penyaluran Hibah, 

dan Keputusan Dirjen PSKL 

Nomor: 

SK.37/PSKL/PSL.0/11/2023 

tentang Pedoman Teknis 

Evaluasi Mandiri Kelompok 

PS 

3. Jumlah kelompok PS 

yang didampingi 

303 Kelompok 363 

Kelompok 

363 Kelompok (KPS) telah 

difasilitasi oleh 70 

Pendamping Masyarakat 
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II  Komponen II: Penguatan pengelolaan areal PS 

1 Areal PS yang telah 

dilakukan pemetaan 

secara partisipatif 

300.000 ha 274.351 ha 

 

Yang telah terbit SK di area 

target/kabupaten sasaran = 

147.253 ha; yang telah 

difasilitasi divertek di luar 

target area (dalam provinsi 

yang sama) = 127.098 ha 

2 Kelompok masyarakat 

yang mendapatkan 

izin/persetujuan PS 

303 kelompok 565 kelompok Yang telah terbit SK di areal 

SSF = 363 SK dan di luar 

areal SSF dalam satu Provinsi 

= 202 SK 

3 Kawasan hutan yang 

telah dimasukkan dalam 

rencana pengelolaan 

 

100.000 ha 92.532 ha Dalam proses penyusunan 

RKPS seluas  42.919 ha dan 

110 unit KPS. 

III  Komponen III: Pengelolaan proyek, monitoring dan evaluasi 

1 Penyelenggaraan 

kegiatan proyek 

Terselenggaranya 

kegiatan proyek sesuai 

dengan rencana dan 

menghasilkan 

output/outcome yang 

diharapkan. 

Á Pelengkapan personil Proyek SSF yang 

meliputi Social Safeguard Sp, Financial 

Management Specialist, IT Assistant dan 

Supporting Staff, Mid Term Review 

Consultants, IAD Masterplan Drafter, 

Senior Safeguard Consultant. 

Á Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi 

(Rapat perencanaan, NSC/NTC Meeting, 

Mid Term Review Implementation 

Support Mission dengan pihak 

donor/World Bank, Rapat evaluasi). 

Á Pembekalan dan Pelatihan staf proyek 

(NPMU dan Fasilitator SSF). 

Á Penguatan kapasitas Pokja PPS. 

Á Sosialisasi PS di level regional dan 

kelompok masyarakat sasaran. 

Á Fasilitasi Penyusunan Dokumen Usulan. 

Á Coaching Clinic, Jareng Jebol, 

Verifikasi Teknis Usulan PS. 

Á Fasilitasi Lokakarya Penyusunan 

Masterplan IAD 

Á Pelengkapan sarpras perkantoran. 
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Kegiatan yang Telah dilaksanakan Pada Tahun 2023 yaitu: 

1. Kebijakan dan Penguatan kelembagaan untuk mendukung perhutanan sosial 

- Kebijakan dan Regulasi: Berpartisipasi dalam Kegiatan/Workshop/National Dialog 

yang diselenggarakan oleh GEF berupa penyelenggaraan pameran, evaluasi tentang 

pendekatan berbasis masyarakat oleh independent consultant GEF, diskusi tentang 

peluang kolaborasi dalam memanfaatkan GEF-IPs untuk mendukung PS ; Audiensi 

dengan BUPATI dan PEMDA Kabupaten di semua lokasi sasaran ; Finalisasi analisa 

stok karbon di wilayah kabuoaten sasaran. 

- Penguatan Kelembagaan: Rapat koordinasi team Proyek SSF baik secara internal 

(NPMU, SPMU) maupun dengan mitra terkait (Pemda setempat) serta kelompok 

Masyarakat; Penguatan Kapasitas Kelembagaan: Team Building Project di regional 

(NTB) dan Workshop Tahubja (NTB). 

- Pengembangan dan Pengelolaan Pengetahuan: Penyusunan Manual (dokumen-

dokumen safeguards seperti laporan Implementasi Pengelolaan Resiko dan Dampak 

Lingkungan dan Sosial Proyek SSF, Panduan Protokol Koordinasi, Komunikasi, dan 

Diseminasi, Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja, dan Penanganan Aduan/Keluhan 

pada Proyek SSF, hibah inovatif, penyusunan database penurunan emisi GRK, 

penyusunan Master Plan IAD); Pelaksanaan peningkatan kapasitas melalui Learning 

Managament System (LMS) untuk PENMAS SSF dan Penyuluh KPH di Lokasi kerja 

SSF (online) ; pelatihan input data Sitroom PKPS ; Publikasi artikel dan jurnal ilmiah; 

Pembuatan Film Dokumenter (5 Film), Podcast Ngopi Sore (16 Episode) ; kampanye 

PS melalui media massa dengan melibatkan Key Influencers; Talkshow Kiprah 

Pendamping SSF (2 seri) ; Pengembangan sistim data dasar.  

 

2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Areal Perhutanan Sosial 

- Fasilitasi pra persetujuan/pemberian persetujuan PS (identifikasi, sosialisasi PS, 

fasilitasi usulan PS, vertek, penerbitan SK) di seluruh kabupaten sasaran + kabupaten 

lain dalam provinsi yang sama). 

- Fasilitasi pasca persetujuan: Kelola kelembagaan (penguatan kelembagaan KPS, 

KUPS); pengembangan perencanaan (fasilitasi penandaan batas areal, fasilitasi 

penyusunan RKPS/ on The Job Training); Inisiasi IAD (sosialisasi, fasilitasi 

pengembangan sistem IAD, inisasi penyusunan Master Plan). 
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- Perhitungan karbon: ground check/ground truthing dalam rangka pengecekan tutupan 

lahan di lokasi Proyek SSF, pengembangan metoda perhitungan karbonWorkshop 

Agroforestry di Provinsi Lampung. 

- Partisipasi di event internasional: UNFF-18 di New York, AS; UNFCCC COP 28 di 

Dubai, UEA; Regional Workshop on strengthening governance for responsible and 

equitable management of forests and forest-risk commodities in Southeast Asia, di 

Bangkok, Thailand. 

- Pameran: Festival PESONA, Festival Like 

3. Pengelolaan Proyek, Monitoring  dan Evaluasi 

- Rapat-rapat Team (bulanan, thematik); Rapat Koordinasi (BAPPENAS, lintas HLN 

lingkup PSKL) 

- Supervisi pelaksanaan kegiatan proyek (di seluruh kabupaten)  

- Workshops: Perencanaan kegiatan dan anggaran, pemantauan progres kegiatan, 

Implementation Support Missions (Regular Mission dan MTR Mission Meetings) oleh 

WB 

- Pelaporan: Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan tahunan. 

 

DAMPAK  

Pada tahun 

ketiga (2023) kegiatan 

proyek difokuskan 

pada Komponen 2 

yaitu peningkatan 

kapasitas pengelolaan 

areal PS, melalui 

pelaksanaan fasilitasi 

pasca persetujuan PS 

dalam rangka pengembangan usaha KPS/KUPS di wilayah kabupaten/kota di wilayah 

kerja proyek. Kegiatan fasilitasi pra izin juga masih dilaksanakan yang meliputi sosialisasi 

PS, pendampingan dalam penyusunan dokumen usulan, jareng jebol dan verifikasi teknis, 

dalam rangka pemenuhan pencapaian target pemberian persetujuan PS. Fokus kegiatan 

pada Komponen 2 diperlukan dalam penguatan kelembagaan kelompok melalui 

penyaluran hibah baik hibah skala kecil mapun hibah inovatif, fasilitasi pasca izin yang 
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meliputi konsolidasi KPS/KUPS, pengenalan sistem digitalisasi dalam penyusunan RKPS 

serta fasilitasi dalam penyusunan dan finaslisai naskah Master Plan Integrated Area 

Development (IAD) di wilayah kabupaten/kota sasaran. 

Kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan kegiatan Komponen 3, dimana 

kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi koordinasi internal proyek dan dengan 

pihak terkait; pelengkapan personel proyek dan perangkat kerja; dan peningkatan kapasitas 

personel. Pada aspek manajemen proyek, kegiatan yang dilaksanakan berupa perencanan 

kegiatan, pemantauan/supervisi dan evaluasi kegiatan, baik yang dilakukan secara rutin 

oleh Team Proyek maupun dengan bantuan Team World Bank melalui pelaksanaan 

Implementation Support Mission (ISM), baikyang bersifat reguler maupun saat 

pelaksanaan Mid Term Review (MTR). Dalam rangka peningkatan kinerja proyek, 

berbagai upaya juga tengah dilakukan untuk memperbaiki tata hubungan kerja internal 

proyek, khususnya yang terkait dengan penguatan peran KPH sebagai Sub Project 

Management Unit (SPMU). Pemahaman tatacara administrasi keuangan, termasuk sistem 

pertanggungjawaban keuangan menurut DIPA APBN oleh para pelaksana kegiatan di 

lapangan (Fasilitator PS, Pendamping Masyarakat dan Tenaga Administrasi Lapangan) 

sangat penting bagi kelancaran kegiatan proyek. Untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan tenaga lapangan dalam sistem administrasi keuangan tersebut, coaching 

intensif yang dilakukan oleh staf Balai PSKL dan supporting staff proyek (khususnya PPK 

dan petugas administrasi keuangan) merupakan kegiatan yang perlu secara rutin 

dilaksanakan. Kegiatan tersebut perlu direncanakan dan dianggarkan di dalam rencana 

kerja kegiatan tahunan. 

Dalam mendukung penyelenggaraan Perhutanan Sosial, kebijakan di tatanan 

nasional maupun regional terus dikembangkan sepertihalnya Perpres No. 28 Tahun 2023 

tentang perencanaan terpadu Percepatan Pengelolaan PS, Petunjuk Teknis Penyaluran 

Hibah, dan juga penguatan Pokja PPS. Selain itu, kebijakan penguatan PS di daerah perlu 

terus diperkuat dan ditingkatkan melalui peningkatan koordinasi dan pelibatan para pihak 

dalam berbagai kegiatan pengembangan PS seperti jareng jebol, pengembangan Integrated 

Area Development (IAD) secara partisipatif, dan juga survey tutupan lahan untuk 

menentukan baseline dan juga penentuan metode perhitungan emisi GRK. Kegiatan-

kegiatan tersebut menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan pada Komponen 1 

Proyek SSF. 
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Kendala 

Berbagai hambatan dan kendala dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan Proyek 

SSF selama tahun 2023. Keterbatasan kapasitas para pelaksana kegiatan, komunikasi antar 

lembaga yang belum berjalan optimal, seperti antara NPMU dengan SPMU, sistem 

kebijakan/aturan yang masih kaku, seperti prosedur verifikasi usulan PS yang memiliki 

tanaman sawit serta aturan baku dalam tata batas kawasan hutan serta penataan data dan 

informasi yang masih berkembang merupakan beberapa kendala yang masih dihadapi dan 

menghambat percepatan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian target-target proyek. 

Namun demikian, dalam waktu yang bersamaan berbagai kendala dan hambatan tersebut 

memberikan pembelajaran yang berarti dan bermanfaat bagi penyempurnaan pelaksanaan 

kegiatan proyek, maupun sebagai umpan balik bagi upaya pengembangan program PS di 

masa datang. 

 

III. 2.  Efisiensi Penggunaan Angaran dan Kinerja Anggaran 

III.2.1.  Realisasi Anggaran 

Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2023 semula adalah sebesar Rp. 

21.230.400.000, yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 6.080.000.000,- dan HLN 

sebesar Rp. 15.150.400.000,-. Kemudian terjadi penyesuaian anggaran melalui 

mekanisme automatic adjustment sebesar Rp. 528.000.000,- pada anggaran yang 

bersumber dari APBN sehingga anggaran Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp. 

5.552.000.000.  Selanjutnya dilakukan top up anggaran HLN pada proyek Strengthening 

Social Forestry in Indonesia (SSF) sebesar Rp. 3.505.000.000,-, sehingga anggaran akhir 

Direktorat PKPS setelah refocusing dan penambahan top up menjadi sebesar                        

Rp. 24.207.400.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 

2023 adalah sebesar Rp. 24.199.099.221,- atau 99,97%. 
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Tabel  22. Realisasi anggaran berdasarkan IKK 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN  
PAGU REALISASI  %  

Persetujuan Perhutanan Sosial dalam 

Skema HD, HKm, Kemitraan 

Kehutanan, dan HTR kepada 

Kelompok Masyarakat 

4.400.000.000 4.397.513.875 99,94% 

Kelompok Masyarakat Penerima 

Persetujuan Perhutanan Sosial yang 

Dievaluasi 

532.000.000 529.840.290 99,59% 

Fasilitasi Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial 
620.000.000 619.502.800 99,92% 

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok 

Masyarakat melalui Project SSF 
18.655.400.000 18.652.242.256 99,98% 

TOTAL  24.207.400.000 24.199.099.221 99,97% 

 

III. 2. 1.  Realisasi Anggaran per Sumber Dana 

Jumlah anggaran yang berasal dari APBN (RM dan PNBP) yaitu sebesar Rp. 

5.552.000.000,- dengan nilai realisasi sebesar Rp. 5.546.856.965,- sehingga nilai 

persentase capaiannya 99,91%. Jumlah anggaran HLN sebesar Rp. 18.655.400.000,-, 

dengan nilai realisasi sebesar Rp. 18.652.242.256,-, sehingga nilai persentasenya 99,98%.   

Tabel  23. Realisasi anggaran Direktorat PKPS tahun 2023 per sumber dana 

No Sumber dana Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 APBN - RM 3.539.500.000 3.537.510.536 99,94 

2 APBN - PNBP 2.012.500.000 2.009.346.429 99,84 

3 HLN 18.655.400.000 18.652.242.256 99,98 

Jumlah 24.207.400.000 24.199.099.221 99,97 

 

III. 2. 2.  Realisasi Anggaran per Output dan Komponen 

Alokasi anggaran pada output teknis (luas hutan yang dikelola masyarakat dalam 

bentuk HKm, HD, HTR, HR, dan Kemitraan Kehutanan) memiliki komponen yang 

ekuivalen dengan struktur kelembagaan pada Direktorat PKPS yaitu Subdit Penyiapan 

HKm dan HTR, Subdit Penyiapan HD dan KK serta Ketatausahaan. Realisasi anggaran 

per output dan per komponen disajikan dalam tabel 24. 



 

L a p o r a n  K i n e r j a  D i r e k t o r a t  P K P S  2 0 2 3 | 55  

Berdasarkan tabel 24, berdasarkan nilai persentase tertinggi ada pada kegiatan 

penyiapan hutan desa dan kemitraan kehutanan, serta kegiatan Strengthening Social 

Forestry in Indonesia (GEF 6). Kegiatan penyiapan hutan desa dan kemitraan kehutanan 

dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.059.776.060,- dengan nilai persentasenya 

sebesar 99,95% dan kegiatan Strengthening Social Forestry in Indonesia (GEF 6) dengan 

penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.652.242.256,- dengan nilai persentasenya sebesar 

99,98%  . Untuk nilai terkecil berdasarkan realisasi nya ada pada kegiatan Evaluasi izin 

akses Perhutanan Sosial dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 529.840.290,-, dengan 

nilai persentase 99,59%. 

Tabel  24. Realisasi anggaran Direktorat PKPS tahun 2023 per output per komponen 

Sumber 

Dana 
Kode Kegiatan Pagu 

Realisasi 

Rp % 

APBN 

6749 

Direktorat Penyiapan 

Kawasan Perhutanan 

Sosial 

5.552.000.000 5.546.856.965 99,91 

ABV.001 

Fasilitasi Penyiapan 

Kawasan Perhutanan 

Sosial 

620.000.000 619.502.800 99,92 

051 Penyusunan Perencanaan 302.430.000 302.114.600 99,90 

052 Evaluasi dan Pelaporan 317.570.000 317.388.200 99,94 

QDD.002 

Persetujuan 

Perhutanan Sosial 

dalam Skema HD, 

HKm, Kemitraan 

Kehutanan, dan HTR 

kepada Kelompok 

Masyarakat 

4.400.000.000 4.397.513.875 99,94 

051 

Penyiapan Hutan 

Kemasyarakatan dan 

Hutan Tanaman Rakyat 

2.339.100.000 2.337.737.815 99,94 

052 

Penyiapan Hutan Desa 

dan Kemitraan 

Kehutanan 

2.060.900.000 2.059.776.060 99,95 

QDD.003 

Kelompok Masyarakat 

Penerima Persetujuan 

Perhutanan Sosial yang 

dievaluasi 

532.000.000 529.840.290 99,59 

051 
Evaluasi izin akses 

Perhutanan Sosial 
532.000.000 529.840.290 99,59 

HLN  

6749 SSF 18.655.400.000 18.652.242.256 99,98 

BDD.002 

Fasilitasi dan 

Pembinaan Kelompok 

Masyarakat Melalui 

Project SSF 

18.655.400.000 18.652.242.256 99,98 
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Sumber 

Dana 
Kode Kegiatan Pagu 

Realisasi 

Rp % 

051 

Penguatan Kebijakan dan 

Kelembagaan untuk 

Mendukung Perhutanan 

Sosial 

2.340.645.000 2.340.200.495 99,98 

052 

Penguatan Kemampuan 

Masyarakat mengelola 

SDH melalui Perhutanan 

Sosial 

13.127.420.000 13.125.723.761 99,99 

053 
Pengelolaan Proyek dan 

Monitoring Evaluasi 
3.187.335.000 3.186.318.000 99,97 

TOTAL  24.207.400.000 24.199.099.221 99,97 

 

 

 

III. 3.  Penghargaan atas Prestasi Kinerja 

Direktorat Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial menerima penghargaan 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang 

diberikan sebagai hasil penilaian atas 

pembangunan Zona Integritas (ZI)  yang 

telah dilakukan selama tahun 2023 oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia (PANRB). Hasil Evaluasi ZI 

tahun 2023 oleh Tim Penilai Nasional 

(TPN) di kementerian PANRB 

menyatakan sebanyak 85 unit kerja 

memperoleh predikat Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK) dan 24 Unit Kerja 

memperoleh predikat Wilayah Birokrasi 

Bebas Melayani (WBBM) tersebar pada 

27 K/L dan 24 Pembda. Piagam penghargaan WBK diberikan oleh Menteri PANRB, 

Abdullah Azwar Anas pada hari Rabu, 6 Desember 2023 di Bali Nusa Dua Convention 

Center. Sebagai komitment "KLHK akan terus melakukan upayapembangunan ZI/WBK 

secara terus menerusuntuk mengerakkan Reformasi Birokrasiberdampak langsung bagi 

masyarakat". 
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Sejalan dengan hal tersebut 

Direktorat Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial juga 

mendapatkan penghargaan Lingkup 

Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Oleh Prof. Dr., Ir Siti 

Nurbaya, M. Sc. selaku Menteri 

LHK, Atas prestasi sebagai unit 

kerja berintegritas menuju Bebas 

dari Korupsi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM Lingkup KLHK 

tahun 2023 pada hari Selasa, 26 Desember 2023. 

 

KLHK melalui 

Direktorat Jenderal PKTL 

menggelar event SIGAP Award. 

Ajang penghargaan ini 

merupakan apresiasi dari 

Kementerian LHK kepada 

pengelola Data Geospasial (DG) 

dan Informasi Geospasial 

Tematik (IGT) lingkup KLHK 

yang terintegrasi dalam Jaringan 

Informasi Geospasial KLHK 

atau yang sekarang dikembangkan menjadi Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK.  
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Adalah sebuah tanggung jawab bersama 

untuk mewujudkan data geospasial yang akurat, 

mutakhir, terpadu, terkini, mudah diakses dan 

dapat dipertanggungjawabkan untuk pengambilan 

keputusan di lingkup KLHK. KLHK saat ini 

mengelola 97 IGT, dalam hal ini sebagai produsen 

data terbanyak kedua nasional setelah BPS. 

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 

bersama dengan Direktorat Penanganan Konflik 

Ternurial dan Hutan Adat menjadi bagian dari 

produsen data geospasial di KLHK Direktorat 

PKPS berusaha secara konsisten sebagai produsen 

5 IGT (PPHKm, PPHD, PPHTR, PKK dan 

sebelumnya IPHPS) untuk terus meningkatkan 

kualitas, konstruksi dan akurasi data berhasil 

meraih SIGAP Kencana (Emas) Semoga 

apresiasi ini makin menggiatkan keluarga besar 

PSKL sebagai salah satu produsen IGT KLHK, 

dan mampu memberi semangat baru kerja bersama 

kita untuk percepatan akseskelola PS. 
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Direktorat Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial berhasil meraih 

penghargaan sebagai Unit 

Pengelola yang meperoleh Nilai 

Pengawasan ñ89.58ò Kategori A 

(Memuaskan). Penghargaan 

tersebut di tandatangani oleh 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

LHK Dr. Ir. Bambang Hendroyono, 

MM. 

 Memperhatikan ketentuan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Biro Umum Sekretariat Jenderal selaku Unit 

Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan 

kegiatan pengawasan kearsipan internal tahun 2023 pada Direktorat Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial.  Penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Direktorat Penyiapan 

Kawasan Perhutanan Sosial selaku Unit Pengolah secara keseluruhan memperoleh 

penilaian sebesar 89,58 (delapan puluh sembilan koma lima delapan) dengan kategori nilai 

ñAò (memuaskan).  
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III. 4.  Dukungan terhadap Prioritas Nasional 

Direktorat PKPS masuk dan mendukung pada PN 3 yaitu Meningkatkan Sumber 

Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Program Prioritas 

Pengentasan Kemiskinan. Salah satu program yang memastikan bahwa sarana 

pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya disekitar hutan dapat dilakukan dengan 

model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan setaraan 

dan pelestarian lingkungan yaitu Program Perhutanan Sosial. Program Perhutanan Sosial 

sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola 

pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. 

 

Gambar 12. Dukungan kegiatan Direktorat PKPS terhadap Program Priritas Nasional 

 

Persetujuan Perhutanan Sosial yang terbagi dalam Skema HD, HKm, Kemitraan 

Kehutanan dan HTR menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan nilai IDM (Indeks 

Desa Membangun). IDM (Indeks Desa Membangun) merupakan Indeks Komposit yang 

dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan 

Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang 

dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi 

bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan 

berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling 
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mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan 

Desa.  

Nilai IDM menjadi penentu klasifikasi status Desa yang terbagi menjadi Desa 

Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. 

Berdasarkan data status IDM pada areal pengelolaan perhutanan sosial dari tahun 2016 

sampai 2023 dapat dilihat pada grafik dan table dibawah ini. Data tersebut menunjukkan 

bahwa dari 11.774 Desa mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Desa yang termasuk 

dalam kategori sangat tertinggal dan tertinggal semakin menurun, sedangkan Desa yang 

termasuk kategori berkembang, maju dan mandiri semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan adanya perhutanan sosial dapat 

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat khususnya Masyarakat desa sekitar hutan. 

 

Gambar 13. Status IDM areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 

 

Tabel  25. Status IDM areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial   

ң 5Ŝǎŀ% ң 5Ŝǎŀ% ң 5Ŝǎŀ% ң 5Ŝǎŀ%

SANGAT TERTINGGAL2.193      18,64 1.391      11,82 727         6,18 438         3,72

TERTINGGAL 6.035      51,28 5.003      42,51 3.593      30,53 2.760      23,45

BERKEMBANG 3.099      26,33 4.552      38,68 5.950      50,56 6.336      53,84

MAJU 408         3,47 760         6,46 1.349      11,46 1.926      16,37

MANDIRI 33           0,28 62           0,53 149         1,27 308         2,62

Status IDM/Tahun
2016 2018 2019 2020
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ң 5Ŝǎŀ% ң 5Ŝǎŀ% ң 5Ŝǎŀ%

SANGAT TERTINGGAL 351         2,98 257         2,18 189         1,61

TERTINGGAL 2.185      18,56 1.684      14,30 1.252      10,63

BERKEMBANG 6.099      51,80 5.456      46,34 4.769      40,50

MAJU 2.632      22,35 3.371      28,63 3.761      31,94

MANDIRI 507         4,31 1.006      8,54 1.803      15,31

2023
Status IDM/Tahun

2021 2022

 

 

Kontribusi Perhutanan Sosial terhadap Penurunan Emisi 

Tahun 2016 ð 2021  

Dari capaian seluas 6.073 Juta Ha pada 18 September 2023, data spasial 

Perhutanan Sosial (Definitif PPHD, PPHKm, PPHTR, PPKK, dan IPHPS) yang terhimpun 

di Dit. PKPS sampai dengan Juli 2023 adalah seluas ±3.474.956 Ha (Capaian 18 

September 2023 ï Hutan Adat ï Indikatif PIAPS dan ijin bupati yang belum ditemukan 

spasial). Data spasial tutupan lahan yang digunakan adalah data spasial 23 kelas penutupan 

lahan kawasan hutan Dit. IPSHD tahun 2006, 2011, 2016 dan 2021 (data tersebut 

bersumber dari hasil interpretasi Citra Landsat). Tata cara analisis Stok Karnon 

sebagaimana gambar 14 berikut. 

 

Gambar 14. Analisis Stok Karbon pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 

 

AnalisisStok Karbon (C) PadaHutsos

DataSpasialCapaian

PS Juli 2023
PL 2006 PL 2011 PL 2016 PL 2021

Overlay

Tutupanlahanpada PS 2006, 2011,

2016, 2021

FRLHutan

FRL NonHutan

PerhitunganC

StokTahunan

Nilai C Stok Pada PSTahun2006,

2011, 2016, 2021

TrenPerubahanNilai

C Stok

BeratAtom CO2 (44)

BeratAtom C (12)

Perhitungan

NilaiEmisidanSerapan

TrenPerubahanNilaiEmisi

danSerapan
C Stock x (44/12)
(Mg CO2 Eq)

TabelAnnex 4.3

Tabel6

Luas PL (ha) x Nilaibiomasaper Ha (Mg/ha)

(Mg)

FaktorEmisi(Hutan)

Tabel5
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Berdasarkan data spasial tersebut, diidentifikasi data tutupan lahan 7 region tahun 

2006, 2011, 2016 dan 2021 dengan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 26. Data 

tersebut menunjukkan bahwa selain di Jawa, penutupan lahan kategori hutan mendominasi 

jenis penutupan lahan pada areal Hutsos. Pada areal Hutsos di Jawa memiliki 

kecenderungan pola pemanfaatan yang berasosiasi dengan lahan garapan (pertanian) 

masyarakat pada areal Perum Perhutani (saat ini KHDPK-PS). Dengan Tren tutupan lahan 

sebagaimana disajikan pada Gambar 15. Data tren tutupan lahan tersebut menunjukkan 

bahwa deforestasi melandai mulai tahun 2011 yang ditunjukkan dengan Tutupan Hutan 

Lahan Kering Primer dan Sekunder membaik dari 2011. Selain itu terjadi penurunan luas 

lahan terbuka yang signifikan dari 2016 ke 2021. Sedangkan tutupan non hutan didominasi 

oleh Pertanian Lahan Kering Campur, Semak/Belukar, Hutan Tanaman, Belukar Rawa, 

Pertanian Lahan Kering, dan Perkebunan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap Nilai 

Karbon Stok Pada Tutupan Hutan dan Non Hutan. 

Tabel  26. tutupan lahan 7 region tahun 2006, 2011, 2016 dan 2021 
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Gambar 15. Tren tutupan lahan nasional 

 

Gambar 16. Tren Karbon Stok areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 

 

Pada periode 2006 ï 2011 (awal implementasi hutos), masih dijumpai pengurangan 

stok karbon (memperhatikan standar error) berkisar antara - 120.522.221 Ton sampai - - 

128.019.569  Ton, pada lokasi yang saat ini sebesar 1% sudah mendapat persetujuan 

TrenKarbon StokHutsos
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моΦфпрΦсмнмнΦронΦттрмрΦнфлΦсспмоΦсусΦфмпнрΦмфтΦлсунмΦоплΦуул¢ƛŘŀƪ .ŜǊƘǳǘŀƴ

омΦуспΦслмомΦфмпΦфттπмлнΦнммΦтурπфмΦлтлΦлфпπмнуΦлмфΦрсфπмнлΦрннΦннмDǊŀƴŘ ¢ƻǘŀƭ

PerubahanNilai stockkarbondalambentukTon CO2eq



 

L a p o r a n  K i n e r j a  D i r e k t o r a t  P K P S  2 0 2 3 | 65  

Hutsos. Kemudian, pada periode 2011 ï 2016 (5 tahun pertama implementasi hutos), 

sudah terjadi penurunan laju kehilangan stok karbon. Periode ini penurunan stok karbon 

(memperhatikan standar error) berkisar antara - 91.070.094 Ton sampai - 102.211.785 

Ton, pada lokasi yang saat ini sebesar 9% sudah mendapat persetujuan Hutsos. Sedangkan 

pada periode 2016 ï 2021 (era baru hutsos), sudah terjadi pemulihan nilai stok karbon 

(memperhatikan standar error) sebesar 31.864.601 Ton sampai 31.914.977 Ton, pada 

lokasi yang saat ini sebesar 89% sudah mendapat persetujuan Hutsos. Tren perubahan pada 

tiga periode tersebut mengindikasikan bahwa implementasi hutsos dapat berkontribusi 

dalam peningkatan stok karbon nasional untuk mencapai Net Sink Folu. 

Dengan demikian, penyerapan karbon di lokasi Folu NET SINK 2030 Perhutanan 

Sosial dengan intervensi pendampingan, peningkatan tata kelola hutan (agrofrestri), dan 

peningkatan nilai ekonomi melalui Kerjasama investasi dan pasar pada tahun 2016 ï 2021 

adalah sebesar 31,9 Juta Ton CO2 eq atau 22,7% dari target Folu NET SINK 2030 (sebesar 

140 juta Ton CO2 eq). 

 

III. 5.  Analisis Efisiensi 

Berdasarkan pada hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Direktorat 

PKPS tahun 2023 selanjutnya dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan 

membandingkan persentase realisasi anggaran dengan persentase capaian kinerja yang 

berasal dari APBN.  

Gambar 17. Capaian Kinerja Direktorat PKPS dari sumber dana APBN 

Indikator Kinerja Kegiatan  Target Capaian % Capaian 

Luas kawasan hutan yang 

memperoleh persetujuan 

Perhutanan Sosial dalam Skema 

HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, 

dan HTR kepada Kelompok 

Masyarakat 

150.000 ha  161.873,78 ha  108% 

Jumlah evaluasi persetujuan 

perhutanan sosial 
27 SK 116 SK 430% 

Fasilitasi Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial 
3 Dokumen 3 Dokumen 100% 

Rata-rata capaian kinerja IKK  212,52% 
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Dari hasil capaian kinerja 

Direktorat PKPS yang berasal dari 

sumber dana APBN sebesar 212,52 

% dengan realisasi anggaran yang 

berasal dari sumberdana APBN 

sebesar 99,91%, didapatkan rasio 

efisiensi sebesar 0,47. Nilai rasio 

efisiensi <1 tersebut menunjukkan 

bahwa penggunaan anggaran 

Direktorat PKPS yang berasal dari 

APBN efisien terhadap capaian 

kinerja. 

 

 

 

 

 

212,52%  
Capaian Kinerja Dit PKPS dengan sumber dana APBN 

99,91%  
Realisasi anggaran Dit PKPS dengan sumber dana 

APBN 

0,47  
Analisis Efisiensi 
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BAB IV   PENUTUP  

 

Demikian laporan kinerja Direktorat PKPS Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk 

akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kepada seluruh pihak 

yang berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih dan 

penghargaannya. 

Semoga laporan ini bermanfaat menjadi bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada waktu mendatang. Kiranya Tuhan Yang Maha 

Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, untuk dapat 

bekerja dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.  

 

Jakarta,     Januari 2024       

Direktur PKPS, 

 

 

 

Syafda Roswandi, S.Hut, M.Si 

NIP 19730725 200003 1 003 
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